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ABSTRAK 
 
Suryani Setyaningsih, PELAKSANAAN SUPERVISI PENDIDIKAN OLEH 
KEPALA SEKOLAH DALAM PENERAPAN KURIKULUM TINGKAT 
SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 
NEGERI 6 SURAKARTA, Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2009. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan secara jelas 
mengenai pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam penerapan KTSP di SMA 
Negeri 6 Surakarta; (2) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan supervisi kepala sekolah pada penerapan KTSP di SMA Negeri 6 
Surakarta; (3) mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-
kendala dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah pada penerapan KTSP di 
SMA Negeri 6 Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif, dengan metode 
deskriptif dan strategi penelitian tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan 
meliputi: informan, tempat dan peristiwa, dan dokumen. Teknik sampling yang 
digunakan adalah pursosive sampling dan teknik bola salju. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta analisis dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi sumber dan 
metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
mengalir. 
   Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan 
supervisi kepala sekolah dalam penerapan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta 
dilatarbelakangi karena adanya kondisi dimana terdapat banyak guru yang 
menemui kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya 
keterbatasan sarana/ prasarana penunjang kurikulum; (a) aspek yang disupervisi 
adalah aspek pembelajaran, administrasi, serta sarana/ prasarana; (b) tujuan 
supervisi untuk mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang 
relevan dan efektif melalui peningkatan kemampuan/ kompetensi guru dan 
ketersediaan faktor penunjang kurikulum; (c) fungsi-fungsi supervisi yang 
diterapkan: pembinaan tanggungjawab pada diri guru, adanya contoh atau suri 
tauladan yang baik, serta melakukan pembinaan atau perbaikan secara 
menyeluruh melalui berbagai teknik; (d) prinsip-prinsip supervisi yang dianut: 
konstruktif, realistis, demokratis, kooperatif, dan objektif; (e) teknik-teknik 
supervisi yang digunakan: teknik kelompok, perorangan, langsung, dan tidak 
langsung; (f) tipe supervisi kepala sekolah adalah konstruktif. (2) kendala yang 
dihadapi, antara lain: (a) kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah; (b) 
kurangnya persiapan teknis dari guru yang disupervisi; (c) unsur subjektifitas dari 
guru supervisor masih tinggi; (d) sering dilakukan pergantian kepala sekolah. (3) 
usaha-usaha untuk mengatasi kendala, antara lain: (a) pendelegasian wewenang 
kepada guru-guru senior; (b) memotivasi guru akan pentingnya supervisi 
pendidikan; (c) pembinaan kepada supervisor dan membentuk tim penilai 
supervisi; (d) dilakukan koordinasi secara intens kepada seluruh elemen sekolah. 
MOTTO 
 
TERSENYUM, BERSEMANGAT, BERUSAHA, DAN BERSYUKUR 
                                                                                                     (Penulis) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan penting 
untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan 
merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber 
daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih 
menghadapi masalah pendidikan yang berat, terutama berkaitan dengan kualitas 
pendidikan. Sekolah merupakan lembaga formal sesuai dengan misinya yaitu 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar jika komponen-
komponen dalam lembaga ini terpenuhi dan berfungsi sebagaimana mestinya. 
Komponen-komponen tersebut antara lain: sarana dan prasarana yang memadai, 
terpenuhinya tenaga pendidikan yang qualified, adanya struktur organisasi yang 
teratur, dan yang tak kalah pentingnya adalah peranan kepala sekolah sebagai 
supervisor internal dalam mengembangkan komponen-komponen tersebut agar 
berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
Lebih dari itu, Nana Syaodih Sukmadinata (2006: 2) menambahkan 
bahwasanya pendidikan formal merupakan suatu hal yang sangat penting karena: 
Pendidikan formal memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 
pendidikan informal dalam lingkungan keluarga. Pertama, pendidikan 
formal di sekolah memiliki lingkup isi pendidikan yang lebih luas, bukan 
hanya berkenaan dengan pembinaan segi-segi moral tetapi juga ilmu 
pengetahuan dan keterampilan. Kedua, pendidikan di sekolah dapat 
memberikan pengetahuan yang lebih tinggi, lebih luas, dan mendalam. 
Ketiga, karena memiliki rancangan atau kurikulum secara formal dan 
tertulis, pendidikan di sekolah dilaksanakan secara berencana, sitematis, 
dan lebih disadari. 
 
Dengan demikian standar kompetensi pendidikan wajib diperlukan agar tidak 
terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam menafsirkan dan 
mengimplementasikan kurikulum. Apabila standar kompetensi dan standar mutu 
pendidikan telah dikembangkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan 
nasional, yang kemudian dituangkan ke dalam kurikulum (Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan), maka diharapkan Indonesia akan mampu memasuki era 
globalisasi. 
Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga 
pendidikan (sekolah) bagi siswa (Oemar Hamalik, 2006: 195). Kurikulum yang 
digunakan mulai tahun 2006 sampai dengan saat ini adalah Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) yang diluncurkan oleh Depdiknas. Penerapan KTSP 
merupakan penyempurnaan atau inovasi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK), dimana KTSP lebih sederhana dibanding dengan KBK. Menurut E. 
Mulyasa (2004: 48), “KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang 
menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-
tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh 
peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu”. 
Sedangkan KTSP menurut E. Mulyasa (2007: 19) diartikan sebagai: 
Sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan 
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP itu sendiri 
merupakan kurikulum yang dikembangkan Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) dimana operasional pendidikan disusun dan 
dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan 
standar kompetensi dan kompetensi dasar. 
 
Perbedaan KTSP dengan KBK sebenarnya tidaklah terlalu jauh. 
Diberlakukannya KTSP justru memberikan keluasaan guru untuk berimprovisasi 
dalam praktek kegiatan belajar mengajar. Kurikulum yang selama ini dibuat dari 
pusat menyebabkan kreativitas guru kurang terpupuk, tetapi dengan KTSP 
kreativitas guru bisa berkembang. Dalam penerapan KTSP setiap sekolah dituntut 
berperan aktif penuh. Otonomi sekolah benar-benar berlaku, terutama dalam hal 
relevansi kurikulum. Guru harus dapat menyusun kurikulum dalam pembelajaran 
di kelas dengan menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi 
indikator-indikator, materi-materi, serta silabus, dan sistem penilaian. Namun 
dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak guru di sekolah yang belum 
menguasai bagaimana menyusun kurikulum dan masih sedikit pengetahuan serta 
informasi tentang keberadaan KTSP. Selain relevansi kurikulum itu sendiri, 
pembelajarannya pun juga berubah. Kurikulum 1994 yang dulu lebih menekankan 
pada apa yang diajarkan oleh guru (teacher centered). Sedangkan dalam KBK 
maupun KTSP selain memberikan materi, namun penekanannya lebih pada apa 
yang harus dikerjakan oleh peserta didik (student centered). Dalam KBK maupun 
KTSP guru hanya sebagai fasilitator dan siswalah yang berperan aktif dengan 
menggali materi dan informasi-informasi selain dari guru juga melalui sumber-
sumber lain, seperti: perpustakaan, internet, laboratorium, atau bertanya dengan 
orang yang lebih tahu. Dengan melihat proses pelaksanaan kurikulum seperti itu, 
dukungan sarana dan prasarana bagi guru dan siswa mutlak diperlukan. 
Disatu sisi kurikulum merupakan suatu bentuk rencana pendidikan. Jika 
terdapat perencanaan, disana pasti ditemukan pengawasan, karena perencanaan 
dan pengawasan bagaikan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Soejamto 
(1989: 53) mengemukakan bahwa pengawasan adalah “Segala usaha atau kegiatan 
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan 
tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Unsur-
unsur pokok dalam pengawasan menurut Oemar Hamalik (1991: 128) terdiri dari: 
1. Suatu standar mengenai performance yang diharapkan. 
2. Suatu pengukuran performance yang sesungguhnya. 
3. Suatu perbandingan antara performance yang sesungguhnya dengan 
performance yang diharapkan. 
4. Laporan mengenai penyimpangan kepada pimpinan. 
5. Suatu rangkaian tindakan, keputusan dari pimpinan untuk memilih 
respon yang cocok. 
6. Suatu metode perencanaan dan pengawasan yang lebih baik untuk 
mengubah kondisi. 
 
Pada era desentralisasi dan otonomi pendidikan, dirasa perlu 
merumuskan paradigma baru bahwa pelaksanaan supervisi merupakan suatu 
kebijakan kendali mutu penyelenggaraan pendidikan. Pihak sekolah dalam 
mengembangkan KTSP perlu ditunjang kepemimpinan kepala sekolah dalam 
menjalankan roda kepemimpinannya. Dinas Pendidikan telah menetapkan bahwa 
kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, 
manajer, administrator, dan supervisor (EMAS). 
Supervisi kepala sekolah sangat berpengaruh menghasilkan pelayanan 
pendidikan dan pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu. 
Soetjipto dan Raflis Kosasi (1994: 233), mendefinisikan supervisi pendidikan 
yaitu “Semua usaha yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan 
kepada guru dalam memperbaiki pengajaran”. Pelaksanaan supervisi oleh kepala 
sekolah diharapkan akan mampu mempengaruhi kinerja guru serta mampu 
mengembangkan potensi yang ada pada staf atau guru di sekolah dalam 
melaksanakan KTSP secara efektif. Sejalan dengan fungsi supervisi pendidikan 
menurut P. Adam dan Frank G Dickey dalam Hendiyat Soetopo dan Wasti 
Soemanto (1984: 39), fungsi dari supervisi adalah untuk memajukan dan 
mengembangkan pengajaran sehingga proses belajar mengajar berlangsung 
dengan baik.  Jones dkk, sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim (2002), 
menambahkan bahwa dalam menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-
perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi 
pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan 
bimbingan dari kepala sekolah mereka. Dari pendapat tersebut mengandung 
makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum 
sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan 
kepada guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik 
Berdasarkan observasi atau studi pendahuluan di Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta, penulis menemukan kondisi yang begitu 
berlainan antara harapan dengan kenyataan, antara lain: kebingungan guru dalam 
menjalankan kurikulum KTSP, penerapan KBK di SMA Negeri 6 saja dinilai 
belum optimal, apalagi jika harus mengganti kurikulum baru yaitu KTSP, serta 
pelaksanaan supervisi dari kepala sekolah yang kurang kontinyu atau periodik 
yang menyebabkan evaluasi pada proses pembelajaran juga tersendat dan lama. 
Karena kurangnya supervisi dari kepala sekolah inilah yang menjadikan kepala 
sekolah kurang memahami kondisi guru di lapangan pasca pemberlakuan KTSP, 
bahwa penerapan KTSP dinilai semakin memberatkan guru. Persoalan masih 
ditambah lagi dengan sikap apatisme dari para guru akan pentingnya supervisi 
pendidikan. Tentu kondisi tersebut sangat potensial memunculkan berbagai 
masalah di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai: 
“PELAKSANAAN SUPERVISI PENDIDIKAN OLEH KEPALA 
SEKOLAH DALAM PENERAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN 
PENDIDIKAN (KTSP) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 
6 SURAKARTA”. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas peneliti 
berusaha merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan dalam konteks 
penerapan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta? 
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui kepala sekolah dalam perannya 
sebagai supervisor pendidikan dalam konteks penerapan KTSP di SMA 
Negeri 6 Surakarta? 
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi 
kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan dalam 
konteks penerapan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian disini adalah untuk menjawab semua permasalahan 
yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah tersebut diatas. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan dalam konteks 
penerapan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui kepala sekolah dalam 
perannya sebagai supervisor pendidikan dalam konteks penerapan KTSP di 
SMA Negeri 6 Surakarta. 
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk 
mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan supervisi 
pendidikan dalam konteks penerapan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian ini penting karena menghasilkan uraian yang akurat dan 
aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang ada 
dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis dan secara 
praktis. Secara teoritis dan secara praktis penelitian ini memberi manfaat sebagai 
berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Untuk mendukung teori-teori yang sudah ada sehubungan dengan masalah 
yang dibahas yaitu supervisi pendidikan. 
b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan masukan bagi masyarakat luas pada umumnya dan 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta pada khususnya 
mengenai pentingnya pelaksanaan supervisi pendidikan dalam upaya 
penerapan kurikulum. 
b. Memperluas khasanah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai 
manfaat supervisi pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Tinjauan Tentang Supervisi Pendidikan 
 
a. Pengertian Supervisi Pendidikan 
Dilihat dari sudut pandang etimologi supervisi berasal dari kata super 
dan vision yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi secara 
etimologis, supervisi adalah penglihatan dari atas. Pengertian itu merupakan arti 
kiasan yang menggambarkan suatu posisi dimana yang melihat berkedudukan 
lebih tinggi dari pada yang dilihat. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan 
supervisi dilakukan oleh atasan kepada bawahan. 
Pelaksanaan supervisi atau pengawasan di setiap organisasi memiliki 
peran yang cukup penting. Manullang (2005: 173) mendefinisikan pengawasan 
sebagai “Suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 
menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Supervisi dilakukan di setiap lini 
organisasi, termasuk organisasi di dalam ranah pendidikan, salah satunya adalah 
sekolah. 
Kepala sekolah merupakan atasan di dalam lingkungan sekolah. Dimana 
seorang kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memberi bantuan kepada 
guru-guru dalam menstimulir guru-guru kearah usaha mempertahankan suasana 
belajar mengajar yang lebih baik. E. Mulyasa (2004: 111), “Supervisi 
sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai 
supervisor”. 
Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas tidak selamanya memberikan 
hasil yang sesuai dengan yang diinginkan, ada saja kekurangan dan kelemahan 
yang dijumpai dalam proses pembelajaran, maka untuk memperbaiki kondisi 
demikian peran supervisi pendidikan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. 
Pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru tetapi pelaksanaan 
supervisi pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan kepada guru 
untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan 
meningkatkan kualitas hasil belajar. Menurut E. Mulyasa (2004), untuk 
mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala 
kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, salah satunya yang dapat 
dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses 
pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan 
metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 
Pada hakeketnya, tujuan akhir dari kegiatan supervisi pendidikan adalah untuk 
memperbaiki guru dalam hal proses belajar mengajar agar tercapai kualitas proses 
belajar mengajar dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 
Oleh karena itu, sebelum mendalami kajian akan supervisi pendidikan, 
perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi/ pengertian tentang supervisi 
pendidikan. Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian supervisi pendidikan. 
Sergiovanni dalam Made Pidarta (1999: 2) mengemukakan pernyataan bahwa: 
1).  supervisi lebih bersifat proses daripada peranan; 
2). supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang 
bertanggungjawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung 
secara langsung kepada para personalia yang lain, untuk menolong mereka 
menyelesaikan tujuan sekolah itu. 
Secara definitif, Imam Soepardi (1988: 63) menyatakan bahwa: 
Supervisi pendidikan merupakan usaha-usaha berupa bantuan dan 
pelayanan pendidikan yang diberikan oleh supervisor kepada supervisee 
(yaitu para guru) untuk memperbaiki dan meningkatkan situasi belajar-
mengajar menjadi lebih baik. Selanjutnya situasi belajar-mengajar yang 
makin menjadi lebih baik itu akan lebih menyempurnakan tercapainya 
tujuan pendidikan. 
 
Sedangkan pengertian supervisi menurut Soewadji Lazaruth (1988: 33) 
adalah “Rangsangan, bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada guru-guru 
agar kemampuan profesional mereka makin berkembang sehingga situasi belajar-
mengajar makin efektif dan efisien”. 
Ngalim Purwanto (2002: 76), mendefinisikan supervisi sebagai: 
Kegiatan bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada 
perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di 
dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kegiatan tersebut berupa 
dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan 
kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan 
pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan 
alat-alat pelajaran, metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara 
penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran. 
 
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
supervisi pendidikan adalah kegiatan penelitian, pelayanan, pembimbingan, dan 
pemberian bantuan dari supervisor kepada supervesee (tenaga kependidikan) 
dalam usaha mewujudkan proses pengajaran menjadi lebih baik sesuai dengan 
tujuan pendidikan. 
 
b. Fungsi Supervisi Pendidikan 
Kegiatan supervisi pendidikan memiliki beragam fungsi. Supervisi 
pendidikan akan dapat terlaksana dengan baik manakala fungsi-fungsinya mampu 
diterapkan dengan baik pula. Sebagaimana yang diungkapkan Swearingen yang 
dikutip oleh Soewadji Lazaruth (1988: 34), fungsi kegiatan supervisi pendidikan 
dirinci sebagai berikut: 
1). Mengkoordinasi semua usaha sekolah; 
2). Melengkapi kepemimpinan sekolah; 
3). Memperluas pengalaman guru-guru; 
4). Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif; 
5). Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus; 
6). Menganalisis situasi belajar dan mengajar; 
7). Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf; 
8). Mengintegrasi tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan 
guru-guru dalam mengajar. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Made Pidarta (1999: 15-19), fungsi 
supervisi dibedakan menjadi dua bagian besar yakni: 
1). Fungsi utama ialah membantu sekolah sekaligus mewakili 
pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yaitu 
membantu perkembangan individu para siswa. 
2). Fungsi tambahan ialah membantu sekolah dalam membina guru-guru 
agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontak 
dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan 
masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat. 
 
Kedua fungsi pokok supervisi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a). Fungsi Utama 
(1) Supervisi mengkoordinasi personalia sekolah terutama guru-guru dan 
aktivitas-aktivitas sekolah agar tidak jauh menyimpang dari perencanaan 
semula. Usaha ini merupakan tindakan preventif terhadap kemungkinan 
kekacauan pelaksanaan program sekolah. 
(2) Sebagai wakil pemerintah Indonesia, sekolah berkewajiban melaksanakan 
kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya adalah penerapan dan 
pengembangan kurikulum. Untuk memahami kebijakan-kebijakan itu 
secara lebih mendalam diperlukan bantuan, begitu pula dalam 
pelaksanaannya memerlukan monitoring atau supervisi. 
(3) Supervisi memperlancar proses belajar mengajar. Beberapa segi dari 
proses instruksional yang perlu mendapat perhatian supervisor, antara lain: 
perencanaan instruksional, model pembelajaran, sarana/ alat pembelajaran, 
situasi belajar mengajar, dan kegiatan evaluasi. 
(4) Supervisor hendaknya mengendalikan usaha guru mendidik para siswa 
agar setiap siswa berkembang secara total, yaitu pada setiap aspek individu 
anak (afektif, kognitif, dan psikomotorik) berkembang seimbang dan 
optimal. 
(5) Bantuan pemikiran dari supervisor sangat dibutuhkan dalam menentukan 
program dan belajar siswa. Hal ini memiliki maksud minat, bakat, dan 
kemampuan masing-masing siswa perlu disalurkan, diberi wadah, dan 
dibina sesuai dengan minat, bakat, serta tingkat kemampuannya. 
(6) Supervisor senantiasa melakukan koordinasi dengan guru bimbingan dan 
konseling, agar dapat diketahui informasi mengenai perkembangan atau 
masalah-masalah siswa di sekolah. 
 
b). Fungsi Tambahan 
(1) Supervisi berfungsi sebagai motivator guru agar tetap bekerja dengan baik. 
(2) Supervisi berfungsi memberi dorongan agar guru lebih inovatif dan tidak 
monoton dalam mengajar. 
(3) Supervisor, dalam hal ini kepala sekolah, sepantasnya menjadi panutan 
bagi para bawahan (guru-guru). 
(4) Supervisi terhadap pengembangan kurikulum. Dalam hal ini supervisor 
lebih berperan sebagai konsultan. 
(5) Pemberian insentif kepada para guru yang memiliki disiplin kerja yang 
baik. 
(6) Supervisi dalam konteks pemberian himbauan kepada para guru agar mau 
berusaha meningkatkan profesinya, seperti mengikutkan para guru dalam 
pertemuan-pertemuan ilmiah, penataran, diskusi, seminar, dan sebagainya. 
(7) Supervisor juga menjadi agen informasi pendidikan yang bersumber dari 
luar sekolah. 
Imam Soepardi (1988: 68-69) menambahkan, “Fungsi supervisi 
pendidikan ialah penelitian, evaluasi, perbaikan, dan pembinaan”. Dari fungsi 
supervisi pendidikan tersebut peneliti jabarkan sebagai berikut: 
1). Penelitian 
 Di dalam kegiatan ini supervisor memiliki maksud memperoleh gambaran 
yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan. Gambaran tentang situasi 
pendidikan yang jelas dan objektif itu sangat penting bagi supervisor sebelum 
melakukan kegiatan supervisi lebih lanjut. Kegiatan supervisi atau penelitian 
ini hendaknya dilakukan secara kontinyu mengikuti perkembangan 
metodologi penelitian yang makin terus berkembang. 
2). Evaluasi 
 Dengan adanya kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap kondisi atau 
keadaan yang terjadi, maka akan diperoleh kesimpulan yang sangat berharga 
untuk dilakukan tahap berikutnya, yakni evaluasi. Evaluasi merupakan salah 
satu dari fungsi supervisi pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek-
aspek positif daripada aspek-aspek negatif. 
3). Perbaikan 
 Setelah tahapan evaluasi dilakukan, maka akan diketahui hasil evaluasi. 
Fungsi perbaikan tidak hanya terpancang pada hal-hal negatif/ kekurangannya 
saja, namun juga pada hal-hal yang positif/ sudah baik, untuk dapat 
ditingkatkan lagi menjadi lebih baik atau lebih positif lagi. 
4). Pembinaan 
 Kegiatan pembinaan ini berupa usaha-usaha: bimbingan, nasehat, petunjuk, 
saran, maupun ajakan. Sedangkan usaha yang paling efektif adalah contoh/ 
keteladanan supervisor itu sendiri. 
Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi 
supervisi pendidikan adalah sebagai monitoring, penelitian, evaluasi, perbaikan, 
dan pembinaan menuju ke arah pengembangan pembelajaran yang lebih baik 
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 
 
c. Tujuan Supervisi Pendidikan 
Fungsi dan tujuan, kedua hal tersebut cukup sulit untuk dibedakan, sebab 
seringkali satu objek dapat diterangkan dari segi fungsi dan dapat pula dari segi 
tujuan. Merujuk pendapat Made Pidarta (1999: 15) bahwa “Supervisor sebagai 
fungsi, bila ia dipandang sebagai bagian atau organ dari organisasi sekolah. Tetapi 
bila dipandang dari apa yang ingin dicapai supervisi, maka hal itu merupakan 
tujuan supervisi”. 
Kegiatan supervisi pendidikan bisa dimulai dari melakukan pengawasan. 
Maksudnya pengawasan (dalam arti supervisi pendidikan) dilakukan dengan 
maksud dapat menemukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif di dalam 
pelaksanaaan pendidikan. Jadi bukan semata-mata mencari kesalahan belaka. 
Menurut Hendiyat Soetopo dan Wasti Soemanto (1984: 40), “Tujuan supervisi 
pendidikan adalah memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih 
baik”. 
Lebih lanjut lagi Hendiyat Soetopo dan Wasti Soemanto (40-41), 
menjabarkan tujuan konkrit dari supervisi pendidikan secara nasional antara lain: 
1). Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. 
2). Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. 
3). Membantu guru dalam menggunakan alat pengajaran modern, 
metode-metode, dan sumber-sumber pengalaman belajar. 
4). Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil 
pekerjaan guru itu sendiri. 
5). Membantu guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa 
gembira dengan tugas yang diperolehnya. 
6). Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan 
sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. 
 
“Pelaksanaan supervisi dalam lapangan pendidikan pada dasarnya 
bertujuan memperbaiki proses belajar-mengajar secara total”. (Ngalim Purwanto, 
2002: 77). Sedangkan menurut Sergiovanni yang dikutip oleh Made Pidarta 
(1999: 20), menerangkan bahwa tujuan supervisi pendidikan dibedakan menjadi: 
1). Tujuan akhir adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan para 
siswa (yang bersifat total). Dengan demikian sekaligus akan dapat 
memperbaiki masyarakat. 
2). Tujuan kedua ialah membantu kepala sekolah dalam menyesuaikan program 
pendidikan dari waktu ke waktu secara kontinyu (dalam rangka menghadapi 
tantangan perubahan jaman). 
3). Tujuan dekat ialah bekerjasama mengambangkan proses belajar mengajar 
yang tepat. Tujuan-tujuan tersebut perlu ditambah dengan; 
4). Tujuan perantaraan ialah membina guru-guru agar dapat mendidik para siswa 
dengan baik, atau menegakkan disiplin kerja secara manusiawi. 
Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak sekadar 
memperbaiki mutu mengajar guru, akan tetapi juga membina profesi guru dalam 
arti luas. Agar tujuan dapat tercapai secara optimal, segi perbaikan dalam hal 
pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran pembelajaran, peningkatkan mutu 
pengetahuan dan keterampilan guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam 
pelaksanaan kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, serta teknik 
evaluasi pengajaran hendaknya juga perlu mendapat perhatian. Sesuai dengan 
fungsinya, supervisi harus bisa mengkoordinasikan semua usaha-usaha yang ada 
di lingkungan sekolah. Supervisi bisa mencakup usaha setiap guru dalam 
mengaktualisasikan diri dan ikut memperbaiki kegiatan-kegiatan sekolah. Dengan 
demikian perlu dikoordinasikan secara terarah dan terpadu dengan sasaran yang 
ingin dicapai. 
 
d. Prinsip Supervisi Pendidikan 
Berikut ini dikemukakan beberapa prinsip yang harus diperhatikan serta 
dilaksanakan oleh para supervisor pendidikan atau kepala sekolah dalam 
melaksanakan kegiatan supervisi agar benar-benar efektif dalam usaha mencapai 
tujuannya. Seorang kepala sekolah yang berfungsi sebagai supervisor dalam 
melaksanakan supervisi menurut Soewadji Lazaruth (1988: 33), hendaknya 
bertumpu pada prinsip supervisi sebagai berikut: 
1) Supervisi yang bersifat konstruktif 
2) Supervisi yang bersifat realistis 
3) Supervisi yang bersifat demokratis 
4) Supervisi yang bersifat objektif  
Prinsip-prinsip supervisi tersebut, peneliti uraikan sebagai barikut: 
a). Supervisi yang bersifat konstruktif 
 Kegiatan supervisi bermaksud menolong guru-guru agar mereka senantiasa 
berkembang, agar mereka semakin mampu menolong dirinya sendiri dan tidak 
tergantung kepada kepala sekolah. 
b). Supervisi yang bersifat realistis 
 Kegiatan supervisi harus didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya.  
c). Supervisi yang bersifat demokratis 
 Menjunjung tinggi asas musyawarah. Memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, 
serta sanggup menerima pendapat dari orang lain. 
d). Supervisi yang bersifat objektif 
 Data yang diperoleh berdasarkan observasi nyata, bukan tafsiran pribadi. 
Selain prinsip-prinsip diatas, Hendiyat Soetopo dan Wasti Soemanto, 
(1984: 42-44) mengemukakan beberapa prinsip positif dan prinsip negatif dalam 
supervisi pendidikan. 
1). Prinsip positif 
a). Supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif. 
b). Supervisi harus kreatif dan konstruktif. 
c). Supervisi harus scientific dan efektif. 
d). Supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru. 
e). Supervisi harus berdasarkan kenyataan. 
f). Supervisi harus memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru-guru 
untuk mengadakan self evaluation. 
2). Prinsip negatif 
a). Seorang supervisor tidak boleh bersikap otoriter. 
b). Seorang supervisor tidak boleh mencari kesalahan pada guru-guru. 
c). Seorang supervisor bukan inspektur yang ditugaskan memeriksa apakah 
peraturan dan instruksi yang telah diberikan dilaksanakan dengan baik. 
d). Seorang supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi dari para 
guru. 
e). Seorang supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal kecil 
dalam cara guru mengajar. 
f). Seorang supervisor tidak boleh lekas kecewa, bila ia mengalami 
kegagalan. 
 
Tikky Suwantikno Sutjiaputra, (www.tikky-suwantikno.blogspot.com, 
diakses pada 11 Februari 2009), memaparkan prinsip-prinsip supervisi pendidikan 
sebagai berikut: 
1). Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan 
kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan 
kesulitan dan bukan mencari-cari masalah 
2). Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung, 
artinya bahwa pihak yang mendapat bantuan dan bimbingan tersebut 
tanpa dipaksa. 
3). Apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran atau 
umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak 
lupa. Sebaiknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak 
yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. 
4). Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala misalnya 3 
bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki 
oleh supervisor. 
5). Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya 
mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan 
yang disupervisi agar tercipta suasana kemitraan yang akrab. Hal ini 
bertujuan agar pihak yang disupervisi tidak akan segan-segan 
mengemukakan pendapat tentang kesulitan yang dihadapi atau 
kekurangan yang dimiliki. 
6). Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak 
hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan 
singkat, berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat 
laporan. 
 
Bila prinsip-prinsip diatas diterima, maka perlu diubah sikap para 
pemimpin pendidikan yang hanya memaksa bawahannya, menakut-nakuti, dan 
melumpuhkan kreatifitas dari anggota staf (guru). Sikap korektif harus diganti 
dengan sikap kreatif yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana orang 
merasa aman dan tenang untuk mengembangkan kreatifitasnya. Terlebih lagi di 
era demokrasi ini, perlu pula ditumbuhkembangkan supervisi pendidikan yang 
kooperatif dan demokratis. 
 
e. Teknik Supervisi Pendidikan 
Dalam usaha meningkatkan program sekolah, kepala sekolah sebagai 
supervisor dapat menggunakan berbagai teknik atau metode supervisi pendidikan. 
Supervisi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan tujuan agar apa yang 
diharapkan bersama dapat tercapai. Teknik supervisi pendidikan berarti suatu cara 
atau jalan yang digunakan supervisor pendidikan dalam memberikan pelayanan 
dan bantuan kepada supervesee. Berikut adalah teknik-teknik supervisi pendidikan 
ditinjau dari banyaknya guru dan cara menghadapi guru menurut Hendiyat 
Soetopo dan Wasti Soemanto (1984: 44-53): 
1). Bila ditinjau dari banyaknya guru, terdiri dari: 
a). Teknik kelompok 
 Adalah teknik supervisi yang dipakai oleh supervisor manakala 
terdapat banyak guru yang mempunyai masalah yang sama. 
Teknik-teknik yang dapat dipakai antara lain; rapat guru-guru, 
workshop, seminar, konseling kelompok. 
b). Teknik perorangan 
 Adalah teknik yang dipergunakan apabila sesorang guru 
memiliki masalah khusus dan meminta bimbingan tersendiri dari 
supervisor. Teknik-teknik yang dapat dipakai antara lain; 
orientasi bagi guru-guru baru, kunjungan kelas, individual 
converence, dan intervisitation. 
2). Bila ditinjau dari cara menghadapi guru, terdiri dari: 
a). teknik langsung 
(1) menyelenggarakan rapat guru 
(2) kunjungan kelas 
(3) menyelenggarakan workshop 
(4) mengadakan converence 
b). Teknik tidak langsung 
(1) melalui quesioner 
(2) melalui buku presensi guru 
(3) melalui jurnal mengajar 
(4) melalui buku piket guru 
(5) melalui bulletin board 
3). Bila ditinjau dari banyaknya guru dan cara menghadapi guru, terdiri 
dari: 
a). Teknik kelompok 
Yaitu teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor 
dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik-teknik itu antara 
lain: 
(1) pertemuan orientasi bagi guru baru 
(2) rapat guru 
(3) studi kelompok antar guru 
(4) diskusi 
(5) tukar-menukar pendapat (sharing of experience) 
(6) lokakarya (workshop) 
(7) diskusi panel 
(8) seminar 
(9) pelajaran contoh (demonstration teaching) 
(10) bulletin supervisi 
(11) mengikuti diklat 
(12) membaca langsung 
(13) symposium 
b). Teknik individual/ perorangan 
(1) kunjungan kelas (classroom visitation) 
(2) kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya 
(3) kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya 
(4) kunjungan atas undangan 
(5) observasi kelas (classroom observation) 
(6) percakapan pribadi (individual conference) 
(7) percakapan pribadi setelah kunjungan kelas 
(8) percakapan pribadi melalui percakapan sehari-hari 
(9) saling mengunjungi kelas 
(10) menilai diri sendiri (self evaluation) 
 
Burhanuddin Harahap (1983: 11), menerangkan teknik-teknik yang 
digunakan dalam supervisi pendidikan antara lain: 
1). Mengadakan kunjungan kelas (classroom visitation). 
2). Mengadakan kunjungan observasi. 
Ada 2 macam observasi kelas: 
(1) Observasi langsung (direct observation) 
(2) Observasi tak langsung (indirect observation) 
3). Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa 
atau mengatasi masalah yang dialami siswa. 
4). Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan 
pelaksanaan kurikulum sekolah, antara lain: 
(1) Menyusun program catur wulan/semester. 
(2) Menyusun atau membuat program satuan pelajaran. 
(3) Mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas. 
(4) Melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran. 
(5) Menggunakan media dan sumber dalam proses belajar mengajar. 
(6) Mengorganisasi kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler 
 
“Kepala sekolah sebagai supervisor dapat melakukan supervisi secara 
efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan 
individual, dan simulasi pembelajaran”. (E. Mulyasa, 2004: 113). 
Dari beragam pendapat mengenai teknik supervisi pada dasarnya 
mempunyai kesamaan dan semuanya itu erat sekali hubungan dalam rangka upaya 
pemberian bantuan terhadap guru agar dapat meningkatkan profesionalismenya 
sehingga akan mampu mencapai tujuan pendidikan. 
 
2. Tinjauan Tentang Kepala Sekolah 
 
a. Pengertian Kepala Sekolah 
De Roche (1987) dalam Muhammad Arsyad, 2008/(www.re-
searchengines.com/0508arsyad.html), diakses pada 11 Februari 2009. Dalam 
artikel tersebut diungkapkan bahwa “Tidak ada sekolah yang baik tanpa kepala 
sekolah yang baik”. Karena itu wajar bila kepala sekolah dikatakan sebagai “The 
key person” keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Namun juga 
tanpa mengesampingkan peran yang kolaboratif para guru yang tergabung dalam 
sistem proses manajemen sekolah. Sergiovanni (1987) dalam Muhammad Arsyad, 
2008/(www.re-searchengines.com/0508arsyad.html), diakses pada 11 Februari 
2009), juga mengungkapkan bahwa “Tidak ada siswa yang tidak dapat dididik, 
yang ada adalah guru yang tidak berhasil mendidik. Tidak ada guru yang tidak 
berhasil mendidik, yang ada adalah kepala sekolah yang tidak mampu membuat 
guru berhasil mendidik". 
Kepala sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 480) 
adalah “Orang atau guru yang memimpin suatu sekolah”. Soewadji Lazaruth 
(1988: 20) menyatakan, “Kedudukan kepala sekolah adalah kedudukan yang 
cukup sulit. Pada satu pihak ia adalah orang atasan karena ia diangkat oleh atasan. 
Tetapi pada lain pihak ia adalah wakil guru-guru atau stafnya”. 
Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah 
seorang pimpinan yang memilki jabatan dan kedudukan secara formal dan 
kelembagaan, dimana ia memiliki peran dan tanggungjawab dalam memimpin 
suatu sekolah. 
 
b. Peran Kepala Sekolah 
Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, perlu dioptimalisasikan 
peranan kepala sekolah, karena apabila seorang kepala sekolah dapat berperan 
secara efektif dalam tugas dan kewajibannya, maka hal tersebut akan berdampak 
pada kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Dikutip dari Dinas Pendidikan (dulu: 
Depdikbud) dalam E. Mulyasa (2004: 98), telah ditetapkan bahwa kepala sekolah 
harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, 
administrator, dan supervisor (EMAS). Seiring dengan laju perkembangan jaman, 
kepala sekolah sedikitnya harus mampu berperan sebagai edukator, manajer, 
administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator (EMASLIM). 
Berikut peneliti uraikan peran kepala sekolah diatas: 
1). Peran kepala sekolah sebagai edukator 
Dalam menjalankan perannya, kepala sekolah perlu memiliki strategi 
dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Strategi 
tersebut antara lain; menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberi masukan 
kepada warga sekolah, memberikan dorongan positif kepada tenaga kependidikan, 
mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang cerdas di atas normal. 
2). Peran kepala sekolah sebagai manajer 
Dalam rangka melakukan perannya sebagai manajer, kepala sekolah 
harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan 
melalui kerjasama, memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam 
peningkatan profesi, dan mendorong partisipasi seluruh tenaga kependidikan 
dalam program sekolah. 
3). Peran kepala sekolah sebagai administrator 
Peran dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator secara 
spesifik adalah dalam hal pengelolaan kurikulum, administrasi peserta didik, 
administrasi sarana dan prasarana, administrasi kearsipan, dan administrasi 
keuangan. 
4). Peran kepala sekolah sebagai supervisor 
Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 
pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan 
supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk 
mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan 
penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses 
pembelajaran. Dari hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus 
keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan 
kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan 
dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada 
sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. 
Lebih jauh lagi Ngalim Purwanto (2002: 119) menambahkan, usaha-
usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku peran dan fungsinya sebagai 
supervisor adalah: 
a). Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di 
dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. 
b). Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan 
sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi 
kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. 
c). Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan 
menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan 
tuntuan kurikulum yang sedang berlaku. 
d). Membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan 
pegawai sekolah lainnya. 
e). Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan 
pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi 
kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim 
mereka mengikuti penataran-penataran, seminar sesuai bidangnya 
masing-masing. 
f). Membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan BP3 dan 
instansi-instansi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para 
siswa. 
 
Sedangkan menurut Hendiyat Soetopo dan Wasti Soemanto (1984: 55), 
kepala sekolah sebagai supervisor memegang peranan yang sangat penting dalam: 
a). Membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas masalah atau 
persoalan-persoalan dan kebutuhan murid, serta membantu guru 
dalam mengatasi suatu persoalan. 
b). Membantu guru dalam mengatasi kesukaran dalam mengajar. 
c). Memberi bimbingan yang bijaksana terhadap guru baru dengan 
orientasi. 
d). Membantu guru memperoleh kecakapan mengajar yang lebih baik 
dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan 
sifat materinya. 
e). Membina moral kelompok, menumbuhkan moral yang tinggi dalam 
pelaksanaan tugas sekolah pada seluruh staf. 
f). Memberikan pimpinan yang efektif dan demokratis. 
 
5). Peran kepala sekolah sebagai leader 
Peran kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan 
petujuk dan pengawasan guna meningkatkan kemampuan tenaga kependidian, 
membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan wewenang. 
6). Peran kepala sekolah sebagai innovator 
Inovasi penting dalam setiap kegiatan. Kepala sekolah harus memiliki inovasi-
inovasi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. 
7). Peran kepala sekolah sebagai motivator 
Peran kepala sekolah sebagai motivator dapat ditumbuhkan melalui 
pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, 
penghargaan secara efektif, dan penyediaan sarana pembelajaran yang 
memadai. 
Pendapat hampir senada dikemukakan oleh Soetjipto dan Raflis Kosasi 
(1994: 220) bahwasanya peran dan fungsi kepala sekolah yaitu: 
1) Merencanakan, menyusun, membimbing, dan mengawasi kegiatan 
administrasi pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan. 
2) Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari unit-unit 
kerja yang ada dilingkungan sekolah. 
3) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang tua siwa, lembaga-
lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, dan masyarakat. 
4) Melaporkan pelaksanaan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan 
administrasi disekolah kepada atasannya. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kepala 
sekolah sangat menentukan kelangsungan sekolah itu. Apabila peran-peran 
tersebut dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya, maka implementasi 
KTSP juga akan dapat berjalan secara lebih efektif. 
 
c. Tipe-Tipe Supervisi Kepala Sekolah 
Setiap manusia memiliki ciri khasnya masing-masing. Begitu halnya 
dengan tipe-tipe pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. 
Briggs dalam Soewadji Lazaruth (1988: 33), mengemukakan 4 tipe supervisi 
kepala sekolah dilihat dari pelaksanaannya, yaitu supervisi yang bersifat korektif, 
supervisi yang bersifat preventif, supervisi yang bersifat konstruktif, supervisi 
yang bersifat kreatif. 
Berikut penjabarannya: 
1). Supervisi yang bersifat korektif 
 Kegiatan supervisi ini lebih menekankan usaha untuk mencari-cari kesalahan 
orang yang disupervisi (guru-guru). 
2). Supervisi yang bersifat preventif 
 Kegiatan supervisi ini lebih menekankan usaha untuk melindungi guru-guru 
dari berbuat salah. Guru-guru selalu diingatkan untuk tidak melakukan 
kesalahan dengan memberikan mereka batasan-batasan, larangan-larangan 
atau sejumlah pedoman dalam bertindak. 
3). Supervisi yang bersifat konstruktif 
 Tipe supervisi jenis ini ialah supervisi yang berorientasi ke masa depan, 
menolong guru-guru untuk selalu melihat ke depan, belajar dari pengalaman, 
melihat hal-hal yang baru, dan secara antusias mengusahakan perkembangan. 
4). Supervisi yang bersifat kreatif 
 Kegiatan supervisi ini, lebih menekankan pada usaha menumbuhkembangkan 
daya kreatifitas guru, dimana peran kepala sekolah hanyalah sebatas 
mendorong dan membimbing. 
Pendapat hampir serupa dikemukakan oleh Burton dan Brueckner dalam 
Ngalim Purwanto (2002: 92), yang menyatakan terdapat 5 tipe supervisi oleh 
kepala sekolah, yakni: supervisi sebagai inspeksi, laissez faire, coercive 
supervision, dan supervisi sebagai latihan bimbingan. Dari pendapat mengenai 
tipe-tipe supervisi oleh kepala sekolah tersebut, maka dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1). Supervisi sebagai inspeksi 
 Tipe supervisi ini adalah kegiatan pengawasan yang semata-mata merupakan 
kegiatan menginspeksi pekerjaan guru atau bawahan. Inspeksi dijalankan 
dengan maksud untuk mengawasi apakah guru atau bawahan sudah 
menjalankan apa yang sudah diinstruksikan. Jadi pada intinya, inspeksi berarti 
kegiatan mencari-cari kesalahan.  
2). Laissez faire 
 Kepengawasan tipe ini sama sekali tidak konstruktif. Kepengawasan laissez 
faire adalah tipe supervisi yang membiarkan guru-guru atau bawahan bekerja 
sekehendaknya tanpa bimbingan dan petunjuk. 
3). Coercive supervision 
 Tipe supervisi ini hampir serupa dengan inspeksi, tipe supervisi ini bersifat 
otoriter. Di dalam tindakan kepengawasannya si pengawas bersifat 
memaksakan segala sesuatu yang dianggapnya benar dan baik menurut 
pendapatnya sendiri. 
4). Supervisi sebagai latihan bimbingan 
 Supervisi ini lebih menekankan kepada pemberian latihan dan bimbingan 
kepada guru-guru dalam melaksanakan tugasnya. 
Terdapat berbagai tipe supervisi pendidikan, baik itu tipe yang lebih 
mengarah pada sisi positif maupun sisi negatif. Tipe-tipe supervisi yang 
diterapkan tentu akan sangat berpengaruh terhadap guru yang mendapat supervisi, 
baik itu pengaruh berupa timbal balik yang positif atau malah sebaliknya. 
 
3. Tinjauan Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
KTSP yang merupakan kependekan dari Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan, yakni kurikulum yang dibuat oleh guru pada setiap satuan pendidikan 
dan diimplementasikan dalam pembelajaran. Dimana kurikulum ini menghendaki 
para guru untuk lebih kreatif dan menuntut sekolah untuk lebih mandiri. Landasan 
yang digunakan dalam pelaksanaan KTSP yaitu: 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan. 
3) Permendiknas No. 22/ 2006 tentang Standar Isi. 
4) Permendiknas No. 23/ 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 
5) Permendiknas No. 24/ 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 
23/ 2006. 
 
a. Pengertian Kurikulum 
Untuk memberikan pengertian KTSP, maka akan dibahas mengenai 
pengertian kurikulum terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk lebih 
memudahkan dalam memahami pengertian KTSP. Menurut Nana Syaodih 
Sukmadinata (2006: 3-7), “Kurikulum adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan 
dari pendidikan atau pengajaran, yang merupakan suatu rencana pendidikan dan 
memberikan pedoman serta pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi, dan proses 
pendidikan”. Berdasarkan Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah ”Seperangkat rencana 
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan tertentu”. 
Dari pengertian kurikulum di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 
pengertian kurikulum adalah suatu bentuk perencanaan yang berisikan pengaturan 
tentang tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan dalam 
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan  
 
b. Fungsi Kurikulum 
  Adapun beberapa fungsi kurikulum menurut Oemar Hamalik (2006: 10), 
antara lain: 
1). Fungsi penyesuaian 
 Individu hidup dalam lingkungan. Setiap individu harus mampu 
menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya secara menyeluruh. 
Oleh karena itu lingkungan akan senantiasa berubah dan bersifat 
dinamis, sehingga setiap individu harus memiliki kemampuan untuk 
bersifat dinamis pula. Disamping itu lingkungan juga harus 
disesuaikan dengan kondisi perorangan. Disinilah terletak fungsi 
kurikulum sebagai alat pendidikan. 
2). Fungsi integrasi 
 Kurikulum berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang 
terintegrasi. Oleh karena itu, individu-individu itu merupakan bagian 
integral dari masyarakat sehingga akan dapat memberikan 
sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian 
masyarakat. 
3). Fungsi deferensiasi 
 Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-
perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya deferensiasi 
akan mendorong orang untuk berpikir kritis dan kreatif sehingga 
akan dapat mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. 
4). Fungsi persiapan 
 Kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar mampu 
melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih 
jauh. 
5). Fungsi pemilihan 
 Kurikulum berfungsi memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
memilih apa yang diinginkannya dan menarik minatnya. Untuk 
mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut, maka kurikulum 
perlu disusun secara luas dan bersifat fleksibel. 
6). Fungsi diagnostik 
 Kurikulum berfungsi untuk mengarahkan dan membantu para siswa 
agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga 
dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. 
 
Burhan Nurgiantoro (1988: 6), bicara fungsi kurikulum ditinjau dari 3 
segi, yakni: 
1). Fungsi bagi sekolah yang bersangkutan 
a). Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan 
yang diinginkan. 
b). Kurikulum dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan 
pendidikan yang dilaksanakan disekolah. 
2). Fungsi bagi sekolah diatasnya 
Dalam hal ini, kurikulum dapat untuk mengontrol atau memelihara 
keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum 
sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada tingkat diatasnya 
dapat melakukan penyesuaian. 
3). Fungsi bagi masyarakat 
Kurikulum haruslah mengetahui dan mencerminkan hal-hal yang 
menjadi kebutuhan masyarakat atau para pemakai tamatan sekolah. 
 
c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
1) Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 Standar Nasional Pendidikan yang dikutip 
oleh E. Mulyasa (2006) dinyatakan bahwa KTSP merupakan kurikulum 
operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 
pendidikan. Sedangkan pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
menurut Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas adalah: 
Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-
masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan 
pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan pada standar 
kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 
 
Penerapan KTSP disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, potensi, 
dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta 
didik. Dengan KTSP diharapkan dapat meningkatkan kompetisi yang sehat antar 
satuan pendidikan yang berkaitan dengan kualitas hasil yang akan dicapai. 
 
2) Karakteristik KTSP 
KTSP adalah operasional pengembangan kurikulum dalam konteks 
desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang dapat memberikan wawasan 
baru terhadap sistem yang sedang berjalan. Karakteristik KTSP dapat diketahui 
dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, 
proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga 
pendidikan, dan sistem penilaian. 
Berdasarkan uraian tentang karakteristik KTSP tersebut, E. Mulyasa 
(2006: 29), mengungkapkan bahwa KTSP memiliki 4 karakteristik yaitu: 
1) Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan 
2) Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi 
3) Kepemimpinan yang demokratis dan profesional 
4) Tim kerja yang kompak dan transparan 
  Penjelasannya sebagai berikut: 
1) Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan 
 Sekolah dan satuan pendidikan disertai tanggung jawab dalam pengembangan 
kurikulum, diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk 
mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta 
didik serta tuntutan masyarakat. 
2) Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi 
 Orang tua dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan 
keuangan, tapi juga melalui komite sekolah dan dewan pendidikan dalam 
jalinan kerjasama yang baik, bersama-sama merumuskan dan 
mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 
3) Kepemimpinan yang demokratis dan profesional 
 Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan 
orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional yang 
direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan dan agar dapat bekerja berdasarkan pola kinerja 
profesional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan 
mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. 
4) Tim kerja yang kompak dan transparan 
 Keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh 
kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat 
dalam pendidikan yang dapat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan 
posisinya masing-masing. 
 
3) Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di 
bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
pengembangan potensi peserta didik di sekolah yang bersangkutan di masa 
sekarang dan yang akan datang dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, 
nasional dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah 
(MBS). Kurikulum itu sendiri dapat dikatakan sesuai dengan kurikulum 
konseptual karena komponen yang ada dalam KTSP sesuai dengan teori 
kurikulum konseptual tersebut. Adapun komponen KTSP menurut Ilham 
Manangkasi. 2007/ (www.dikmenum.go.id, diakses 30 Januari 2009) adalah 
sebagai berikut: 
1) Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 
 Visi sekolah merupakan gambaran sekolah yang dicita-citakan di masa 
depan. Visi sekolah berisi rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan di masa yang akan datang. Visi sekolah harus berorientasi 
pada tujuan pendidikan dasar dan tujuan pendidikan nasional 
sedangkan misi sekolah merupakan tindakan strategis yang akan 
dilaksanakan untuk mencapai visi sekolah. 
 Adapun visi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu: 
a) berorientasi ke depan 
b) dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah 
c) merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang 
dicita-citakan 
d) dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna 
e) dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya. 
f) berbasis nilai 
g) membumi (kontekstual) 
Sedangkan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan yaitu: 
a) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
b) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
c) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 
lanjut sesuai dengan kejuruannya. 
2) Struktur dan Muatan KTSP 
Struktur dan muatan yang harus ada pada KTSP yaitu: 
a) mata pelajaran 
b) muatan lokal 
c) kegiatan pengembangan diri 
d) pengaturan beban belajar 
e) kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan 
f) pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) 
g) pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global 
3) Kalender Pendidikan 
Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan 
kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan 
masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana 
tercantum dalam standar isi. 
4) Silabus dan RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) 
Silabus merupakan penjabaran standar kompotensi dan kompotensi 
dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 
pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus adalah rencana 
pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok mata pelajaran/ tema 
tertentu yang mencakup  standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 
pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 
kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. 
 
4) Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  
Dalam komponen-komponen KTSP diatas, tersirat bahwasanya 
keberadaan guru, siswa, dan faktor pendukung implementasi kurikulum perlu 
mendapat perhatian lebih, karena ketiga hal itu merupakan hal-hal yang terdapat 
dalam pelaksanaan kurikulum. Untuk itu, penulis akan membahas kajian teori 
tentang guru dan siswa dalam kedudukannya sebagai pelaksana kurikulum serta 
faktor pendukung terlaksananya kurikulum secara lebih terperinci. 
a). Guru 
Oemar Hamalik, (1992: 95) mengemukakan bahwa “Guru adalah titik 
sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbulah kegairahan belajar 
siswa, sehingga memacunya belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar 
mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum”. Mars dalam E. Mulyasa (2006: 
247), menambahkan bahwa keberhasilan implementasi KTSP sangat ditentukan 
oleh faktor guru, karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru 
tidak melaksanakannya tugas dengan baik, maka hasil implementasi kurikulum 
(pembelajaran) tidak akan memuaskan. 
Keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasikan kurikulum 
tersebut. Kemampuan guru tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan 
kemampuan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Karena tidak jarang 
kegagalan implementasi kurikulum disebabkan oleh kurangnya kemampuan guru 
dalam memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa berfungsinya kurikulum terletak pada bagaimana 
pelaksanaannya di sekolah, khususnya di kelas dalam kegiatan pembelajaran. 
Dakir (2004), mengibaratkan kurikulum sebagai sebuah ”kendaraan”, sedangkan 
guru diibaratkan sebagai seorang ”sopir”. Dimana untuk menjadi seorang ”sopir” 
yang baik harus memenuhi syarat-syarat diantaranya: mempunyai SIM (Surat Ijin 
Mengajar), mengetahui berbagai komponen kurikulum dan dapat melaksanakan 
sebagaimana mestinya, guru tahu tujuan pembelajaran, dan guru hendaknya dapat 
menguasai kurikulum.  
Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 yang 
diambil dari www.dikmenum.go.id, yang diakses pada 30 Januari 2009, dinyatakan 
bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan diambil dari 
www.dikmenum.go.id, yang diakses pada 30 Januari 2009, dinyatakan bahwa 
pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Selain itu, dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan dalam Pasal 28 Ayat 3 diambil 
dari www.dikmenum.go.id, yang diakses pada 30 Januari 2009, dinyatakan bahwa 
sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta 
pendidikan anak usia dini, seorang guru harus memiliki kompetensi meliputi: 
kompetensi paedogogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional. 
Elliot, Kratochwill, Cook, dan Travers dalam M. Furqon Hidayatullah 
(2007: 21) mengemukakan kompetensi dan aspek psikologis yang harus dikuasai 
atau dimiliki oleh guru yang efektif  ke dalam tiga hal pokok, yaitu: 
1) penguasaan aspek-aspek dikdatik-paedogogik, 
2) penguasaan bidang studi yang akan diajarkan, 
3) penguasaan metodik atau teknik mengajarkan bidang studi tersebut. 
Kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi kurikulum sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan guru, maka dari itu guru dituntut memiliki 
kompetensi meliputi: kompetensi paedogogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 
 
b). Siswa 
Dikutip dari www.dikmenum.go.id, yang diakses pada 30 Januari 2009, 
pengertian siswa atau peserta didik menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah anggota 
masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
Dakir (2004: 19), “Siswa adalah orang orang yang melaksanakan proses belajar 
mengajar supaya dapat menuju ke tujuan pendidikan”. 
Kedudukan siswa sendiri sebagai salah seorang warga negara Indonesia, 
juga memiliki hak dan kewajiban dalam pendidikan nasional, sebagaimana yang 
tertuang dalam Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Hak peserta didik menurut Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain: 
a). Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya 
dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;  
b). Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya; 
c). Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak 
mampu  membiayai pendidikannya; 
d). Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak 
mampu membiayai pendidikannya; 
e). Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain 
yang setara; 
f). Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar 
masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan  batas waktu 
yang ditetapkan. 
 
Sedangkan kewajiban peserta didik menurut Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain: 
 a). Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 
proses dan keberhasilan pendidikan;  
b). Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi 
peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Dalam konteks kurikulum KTSP, kedudukan siswa dalam hal ini 
merupakan “produsen” artinya siswa sendirilah yang mencari tahu pengetahuan 
yang dipelajarinya. Siswa dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
Siap atau tidaknya siswa dalam kedudukan barunya, diperlukan peran aktif 
seorang guru untuk memotivasi siswanya agar pembelajaran dapat berjalan sesuai 
dengan tujuan kurikulum yang diterapkan. 
Bandura dan Gage dalam Martinis Yamin (2007: 19-20), dikutip dari 
Muhammad Arsyad, 2008/(www.re-searchengines.com/0508arsyad.html), yang 
diakses pada 11 Februari 2009, menyatakan bahwa peserta didik lebih berperan 
aktif, karena mereka sebagai subjek dalam pembelajaran, maka oleh sebab itu 
perlu rangsangan belajar yang menimbulkan respon belajar. Selanjutnya Wina 
Senjaya (2008) dalam Muhammad Arsyad, 2008/(www.re-
searchengines.com/0508arsyad.html), diakses pada 11 Februari 2009, 
mengemukakan: 
Sejalan dengan pergeseran makna pembelajaran dari pembelajaran yang 
berorientasi kepada guru (teacher oriented) ke pembelajaran yang 
berorientasi kepada siswa (student oriented), maka peran guru dalam 
proses pembelajaran pun mengalami pergeseran, salah satunya adalah 
penguatan peran guru sebagai motivator. 
 
Dapat disimpulkan bahwa peran siswa/ peserta didik dalam implementasi 
KTSP menjadi berubah, dari perannya sebagai objek pembelajaran bergeser 
menjadi subjek pembelajaran. 
 
c). Faktor Pendukung 
Dalam implementasi KTSP, selain keberadaan guru dan siswa, diperlukan 
pula faktor pendukung sebagai penunjang terlaksananya kurikulum. Faktor yang 
dimaksud adalah tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran, seperti: sumber 
belajar dan teknologi yang memadai (perpustakaan, internet, laboratorium), media 
pembelajaran, alat evaluasi yang sesuai, serta lingkungan pembelajaran/ iklim 
belajar yang kondusif. 
Dalam pelaksanaan KTSP, selain memperhatikan faktor guru, siswa, dan 
faktor pendukung diatas, perlu pula memperhatikan tujuh prinsip dalam 
pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut menurut E. Mulyasa (2006: 247-249), 
antara lain: 
1). Pelaksanaan kurikulum didasari pada potensi, perkembangan, dan 
kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi 
dirinya. 
2). Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan lima pilar belajar. 
3). Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat 
layanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan 
sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik 
dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi 
peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, 
dan moral. 
4). Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan 
pendidik yang saling menerima dan menghargai, terbuka, serta dengan 
prinsip tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung 
tuladha. 
5). Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 
multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang 
memadai, serta memafaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 
belajar. 
6). Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial 
dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan 
dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 
7). Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi seluruh 
mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri 
diselengggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan 
kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas, dan jenis serta 
jenjang pendidikan. 
 
Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 
implementasi KTSP, selain memperhatikan keberadaan guru dan siswa, perlu 
diperhatikan pula faktor pendukung sebagai penunjang terlaksananya kurikulum, 
yakni tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berfikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada 
masalah penelitian yang digambarkan dengan skema secara holistik dan 
sistematik. Kerangka berfikir tentang Pelaksanaan Supervisi Pendidikan oleh 
Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta adalah sebagai berikut: 
KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan 
oleh masing-masing satuan pendidikan. Diberlakukannya KTSP sendiri sampai 
saat ini belum dapat berjalan secara optimal, karena dalam penerapannya masih 
dijumpai beragam kendala. Kendala-kendala tersebut muncul dari berbagai faktor, 
yakni ketidaksiapan guru dan siswa, serta minimnya faktor pendukung KTSP. 
Berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut telah dilakukan oleh kepala 
sekolah selaku pemimpin, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan supervisi 
atau pengawasan. 
Supervisi yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah disebut dengan 
supervisi pendidikan.  Peran kepala sekolah sebagai supervisor menjadi sangat 
penting, karena tujuan supervisi itu sendiri secara garis besar adalah sebagai alat 
kendali mutu. Supervisi juga memiliki tujuan sebagai bantuan, perbaikan, dan 
pembinaan kepada para guru dalam realisasi kurikulum agar kurikulum tersebut 
dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan. Dalam pelaksanaan supervisi 
pendidikan, kepala sekolah kerap menemui berbagai kendala, diantaranya adalah 
kurangnya kesadaran para guru mengenai pentingnya pelaksanaan supervisi, 
anggapan yang masih melekat dari para guru bahwa kegiatan supervisi hanyalah 
untuk mencari-cari kesalahan, serta kendala yang muncul dari dalam diri kepala 
sekolah itu sendiri, salah satunya adalah pelaksanaan supervisi kepala sekolah 
kurang kontinyu dan periodik. 
Namun berbagai kendala tersebut akan dapat diatasi dengan baik, apabila 
dalam melaksanakan kegiatan supervisi, kepala sekolah senantiasa berpegang 
pada prinsip-prinsip dan teknik-teknik supervisi yang tepat. Dengan demikian 
akan dapat ditemukan berbagai kelemahan dalam melaksanakan kurikulum, yang 
kemudian dapat diadakan proses pembinaan dan perbaikan supaya tujuan 
pembelajaran dalam KTSP dapat segera tercapai. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Adapun skema kerangka berfikir di atas adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
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METODOLOGI PENELITIAN 
 
 Setiap penelitian diperlukan suatu tata cara atau prosedur tertentu untuk 
memperoleh data yang diinginkan. Sebelum terjun ke dalam kegiatan penelitian, 
hendaknya ditentukan terlebih dahulu metodologi penelitian yang akan digunakan, 
agar data yang diperoleh dapat dianalisis dengan cara yang tepat sesuai dengan 
tujuan penelitian. 
Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2007: 1), ”Metodologi 
berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; 
dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara 
melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai 
tujuan”. Robert Bogdan dan Steven J. Taylor dalam A. Khozin Afandi (1993: 25), 
menyatakan bahwa metodologi adalah pengetahuan tentang tata cara atau 
prosedur untuk menjalankan seluruh kegiatan tertentu. 
Sedangkan pengertian penelitian menurut Kartono Kartini (1990: 20) 
adalah “Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, 
dan melaksanakan verifikasi terhadap kebenaran suatu penelitian atau 
pengetahuan dengan memakai metode-metode ilmiah”. 
  Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metodologi 
penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara atau 
prosedur untuk menguji kebenaran suatu objek atau peristiwa secara terencana, 
sistematis, dan ilmiah. 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
 Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan 
objek untuk memperoleh data penelitian yang berguna untuk mendukung 
tercapainya tujuan penelitian. Tempat dan lokasi dalam penelitian ini adalah SMA 
Negeri 6 Surakarta, yang beralamat di Jalan Mr. Sartono No.30 Surakarta 57135.  
Peneliti memilih lokasi atau tempat penelitian di SMA Negeri 6 
Surakarta dengan alasan sebagai berikut: 
a. SMA Negeri 6 Surakarta memiliki data yang diperlukan dalam penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. 
b. SMA Negeri 6 Surakarta sudah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). 
c. Letak SMA Negeri 6 Surakarta sangat strategis dan lokasinya mudah 
dijangkau dengan sarana transportasi sehingga memudahkan peneliti dalam 
melakukan penelitian. 
 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan berlangsung setelah usulan penelitian ini disetujui 
oleh dosen pembimbing skripsi dan telah mendapat ijin dari pihak-pihak yang 
berwenang. Penelitian yang dimulai dari pengajuan proposal ini direncanakan 
berlangsung selama lima bulan (Januari-Mei 2009) terhitung sejak dikeluarkannya 
ijin penelitian dan tidak menutup kemungkinan perpanjangan waktu penelitian 
menurut situasi dan kondisi yang ada. 
 
B. Bentuk dan Strategi Penelitian 
1. Bentuk Penelitian 
 Metode penelitian merupakan faktor penting dalam suatu penelitian, 
karena metode penelitian ikut menunjang proses penyelesaian masalah yang 
sedang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif. Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin terjemahan Muhammad 
Shodiq dan Imam Muttaqien (2003: 4), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian 
yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 
hitungan lain. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan 
memahami sesuatu di balik fenomena, dan dapat juga digunakan untuk 
mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Peneliti 
kualitatif sebagai alat riset atau instrumen utama dalam penelitiannnya dituntut 
untuk menyajikan pemahaman-pemahaman yang rasional dan gamblang mengenai 
fakta dan kebenaran. Hal tersebut dapat diperoleh melalui instrumen pengumpul 
data seperti: wawancara, studi pustaka, maupun observasi langsung, yang mana 
instrumen pengumpul data tersebut memiliki kedudukan sebagai alat pendukung 
instrumen utama. Oleh karena itu kualitas tinggi rendahnya hasil penelitian 
ditentukan oleh peneliti. 
Menurut M. Idrus (2007: 34), Penelitian kualitatif memiliki beberapa 
karakteristik, antara lain: 
1) Natural setting; 2) Terkait dengan situs alamiah; 3) Fokus penelitian; 
4) Sifat penelitian adalah deskriptif: 5) Sasaran penelitian berlaku 
sebagai subjek penelitian dan bukan objek penelitian; 6) Data penelitian 
bersifat deskriptif; 7) Fokus penelitian adalah pada proses dan interaksi 
subjek serta perilaku yang ditampilkannya; 8) Sumber data dalam 
penelitian adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena 
yang diteliti dan dipilih berdasarkan pada kriteria yang disepakati 
peneliti sendiri, sehingga subjeknya terbatas; 9) Pemilihan subjek 
dilakukan dengan purposif; 10) Kontak personal secara langsung antara 
peneliti dengan subjek yang diteliti; 11) Human instrument; 12) 
Mengutamakan data langsung; 13) Proses pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan observasi secara langsung dan ikut terlibat dalam 
proses yang tengah dialami subjek penelitian; 14) Hubungan antara 
peneliti dengan subjek penelitian terjalin akrab dan setara; 15) Perspektif 
holistik; 16) Berorientasi pada kasus unik; 17) Netralitas empatik; 18) 
Keabsahan data melalui triangulasi; 19) Analisis data dilakukan secara 
induktif; 20) Sisi kebenaran lebih pada sisi informan; 21) Tidak 
bermaksud untuk melakukan generalisasi; 22) Bersifat lentur; 23) 
Terkait dengan makna-makna yang terkandung dalam proses sosial, 
yang hanya dapat dipahami sesuai konteks budayanya; 24) Pengumpulan 
dan analisis data dimungkinkan terjadi secara simultan. 
 
Berdasarkan beberapa karakteristik penelitian kualitatif diatas, karakteristik 
penelitian ini lebih menitikberatkan pada: 
1) Natural setting 
 Dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti tidak memberikan intervensi atau  
treatment tertentu terhadap subjek penelitian. 
2) Fokus penelitian 
 Di dalam penelitian ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan penelitian, hal 
ini bertujuan sebagai focusing penelitian dan pembatasan masalah. 
3) Sifat penelitian adalah deskriptif 
 Yakni di dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam 
tentang situasi atau proses yang akan diteliti. 
4) Sasaran penelitian berlaku sebagai subjek penelitian dan bukan objek 
penelitian. Karena sasaran penelitian adalah subjek penelitian atau informan/ 
key informan. 
5) Data penelitian bersifat deskriptif 
 Karena data penelitian berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-
dokumen pribadi dan banyak hal lain yang tidak di dominasi angka-angka 
sebagaimana penelitian kuatitatif. 
6) Fokus utama penelitian adalah pada proses dan interaksi subjek serta perilaku 
yang ditampilkannya. Karena penelitian kualitatif adalah kegiatan yang lebih 
banyak mencandra atau menggambarkan. 
7) Sumber data dalam penelitian adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan 
fenomena yang diteliti dan dipilih berdasarkan pada kriteria yang disepakati 
peneliti sendiri, sehingga subjeknya terbatas. 
8) Pemilihan subjek dilakukan dengan purposif. 
 Pemilihan subjek yang dianggap paling tahu akan dirinya dan tema penelitian 
yang sedang diteliti. 
9) Kontak personal secara langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti. 
10) Human instrument. Peneliti merupakan instrumen penelitian. 
11) Mengutamakan data langsung. Peneliti berusaha mendapatkan data secara 
langsung dari sumber asli. 
12) Keabsahan data melalui triangulasi. Triangulasi merupakan cara yang 
ditempuh untuk mendapatkan validitas data. 
13) Analisis data dilakukan secara induktif. Metode penelitian kualitatif lebih 
berorientasi pada eksplorasi dan tidak bermaksud menguji teori. 
14) Sisi kebenaran lebih pada sisi informan. Adanya berbagai simbol, gerak, 
perilaku, sikap atau apapun yang disampaikan dan ditampilkan informan 
merupakan data yang harus dimaknai sebagaimana informan memaknainya, 
bukan makna dari si peneliti. 
15) Tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi. Simpulan analisis kasus yang 
diteliti lebih bersifat subjektif. 
16) Pengumpulan dan analisis data dimungkinkan terjadi secara simultan. Dalam 
penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data dan reduksi data 
dapat dilakukan secara bersamaan. 
Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya, penelitian kualitatif dibagi dalam 
tiga kategori, yaitu penelitian eksploratif, eksplanatif, dan deskriptif. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan data dengan kata-kata dan uraian penjelasan yang dilakukan 
terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan-perbandingan atau 
menghubungkan dengan variabel-variabel yang lain. Peneliti tidak memberikan 
treatment atau perlakuan khusus terhadap objek penelitian, namun objek 
diperlakukan dan dibiarkan seperti kondisi asli atau apa adanya. 
 
2. Strategi Penelitian 
Data yang relevan dengan permasalahan dapat dikaji dengan 
menggunakan strategi yang tepat. Strategi merupakan dasar untuk mengamati, 
mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian, 
sekaligus akan mendukung cara menetapkan jumlah sampel atau cuplikan serta 
pemilihan instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan 
informasi. 
Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 
tunggal terpancang. Menurut Smith dalam buku karangan Milles Hubberman 
terjemahan Tjeptjep Rohendi Rohidi (1992: 2), strategi penelitian tunggal 
terpancang bertujuan agar penelitian dilakukan secara mendalam sehingga 
mempunyai mutu yang tak dapat disangkal. Jadi strategi tunggal terpancang yang 
digunakan dalam penelitian ini mengandung pengertian sebagai tunggal dalam arti 
hanya ada satu ruang lingkup lokasi penelitian atau melakukan focusing pada satu 
lokasi dan satu masalah saja yaitu tentang pelaksanaan supervisi pendidikan yang 
dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 6 Surakarta dalam penerapan kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (KTSP), sedangkan terpancang pada tujuan penelitian 
memiliki maksud bahwa penelitian dibatasi pada aspek-aspek yang telah 
ditentukan sesuai dengan teori-teori yang sudah peneliti kuasai sebelum peneliti 
melaksanakan penelitian di lapangan. 
 
C. Sumber Data 
  Menurut HB. Sutopo (2002: 49), ”Sumber data dalam penelitian 
kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa dan tingkah laku, dokumen serta arsip 
dan juga berbagai benda lain”. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Informan 
Adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti 
berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Menurut HB. Sutopo 
(2002: 49), “Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, 
sebagai individu yang memiliki informasi”. Informasi diperoleh dari 
informan-informan yang dipandang mengetahui dan memahami permasalahan 
yang dikaji peneliti. 
Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 
a. Kepala SMA Negeri 6 Surakarta 
b. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 6 Surakarta 
c. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 6 Surakarta 
d. Guru-guru di SMA Negeri 6 Surakarta 
e. Siswa di SMA Negeri 6 Surakarta 
2. Tempat dan Peristiwa 
Merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. “Tempat atau 
lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga 
merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti”, 
HB. Sutopo (2002: 52). Dalam penelitian ini, tempat yang dijadikan sumber 
data yaitu SMA Negeri 6 Surakarta, sedangkan peristiwa yang dimaksud 
adalah pelaksanaan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah 
SMA Negeri 6 Surakarta dalam penerapan KTSP. 
 
3. Dokumen 
Dokumen adalah adalah sebuah objek yang menyajikan informasi. Dokumen  
terbagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen tekstual dan dokumen non tekstual. 
Penggunaan dokumen bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan melihat atau meneliti 
dokumen tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan 
mempelajari dokumen yang berupa arsip, laporan, draft peraturan, profil SMA 
Negeri 6 Surakarta, jurnal pengawasan (buku presensi, jurnal mengajar, buku 
piket guru), kurikulum yang dipakai, perangkat pembelajaran yang meliputi 
RPP, silabus, evaluasi pembelajaran, serta arsip dan dokumen lain yang dapat 
menunjang dalam penelitian ini. 
 
D. Teknik Sampling 
 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah pursosive sampling 
dan snow ball sampling. Namun, sebelum menjelaskan makna purposive 
sampling, berikut definisi sampling menurut HB. Sutopo (2002), ”Sampling 
adalah suatu bentuk khusus atau proses yang umum dalam memfokuskan atau 
pemilihan dalam riset yang mengarah pada seleksi”. Maksud sampling dalam hal 
ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai sumber, yang 
tujuannya adalah untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari 
rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak 
ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sampling). 
Menurut M. Idrus (2004: 98), ”Purposive Sampling atau sampling yang 
purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan 
desain penelitian”. Purposive Sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang 
yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki sampel itu.  
Jadi pemilihan informan dalam penelitian harus dilakukan secara selektif dengan 
menggunakan berbagai pertimbangan dari segi kekayaan dan kedalaman 
informasi yang dimiliki. 
Menurut HB. Sutopo (2002: 37), Teknik Snow ball sampling adalah 
teknik pengambilan atau penentuan sampling tanpa persiapan yaitu peneliti 
mengambil orang pertama yang ditemui dan selanjutnya mengikuti petunjuknya 
untuk mendapatkan sampling berikutnya sehingga mendapatkan data yang 
lengkap dan mendalam, diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding 
semakin jauh semakin besar. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data 
yang mendukung penelitian. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan beberapa 
teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau alat 
yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang objektif dan 
valid sebagai bahan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau 
pengetahuan. Data sangat penting dalam suatu penelitian karena digunakan 
sebagai bukti atas kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan. Oleh karena itu 
suatu penelitian sangat membutuhkan data-data yang obyektif yang dapat 
diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. 
Dalam penelitian kualitatif ini yang instrumen utamanya adalah manusia 
atau orang, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
 Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 
Menurut Lexy J. Moleong (2007: 186), “Wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Sebagai tambahan, menurut S. 
Nasution (2004), wawancara dapat berfungsi deskriptif dan eksploratif. Deskriptif, 
karena dengan wawancara dapat dilukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami 
oleh orang lain. Eksploratif karena dengan wawancara, kita dapat mengetahui 
masalah yang dialami oleh orang lain secara lebih mendalam. 
 Untuk memperoleh data utama dalam penelitian ini adalah melalui 
wawancara kepada informan guna memperoleh data yang akurat dan relevan. 
Sebelum melakukan kegiatan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
perlu dibuat terlebih dahulu draft atau kerangka pertanyaan yang sistematis yang 
telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini penting, agar pertanyaan-pertanyaan yang 
diajuakan tetap fokus sesuai dengan tujuan penelitian. 
2. Observasi 
 Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 146), “Observasi adalah kegiatan 
yang meliputi pemusatan terhadap objek yang menggunakan seluruh aspek 
indera”. Kegiatan observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung 
terhadap aktivitas di lapangan, fenomena yang terjadi baik secara formal dan 
informal, dicatat secara sistematis sebagai hasil pengamatan atas situasi dan 
kondisi yang terdapat di lokasi penelitian. S. Nasution (2004: 106) berpendapat 
bahwa “Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan 
manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Observasi berfungsi sebagai eksplorasi. 
Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 
masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya”. 
3. Dokumentasi 
 Menurut Suharsimi Arikunto (2002), analisis dokumen adalah suatu 
metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-
catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. 
Dalam penelitian ini, teknis analisis yang dilakukan adalah dengan cara mencatat 
dan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip, buku-buku, laporan-laporan, 
dokumen, dan gejala dari objek yang diteliti yang berhubungan dengan masalah 
dan tujuan penelitian. Dapat dikatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik 
penelitian yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan data yang 
bersumber dari arsip dan dokumen yang isinya berhubungan dengan masalah dan 
tujuan penelitian. 
 
F. Validitas Data 
 S. Nasution (2004: 74), “Suatu alat pengukur dikatakan valid, jika alat 
itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu”. Validitas data adalah suatu 
alat atau sarana yang digunakan untuk menjaga keabsahan data yang dikumpulkan 
dan untuk menghindari adanya bias penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik 
untuk memeriksa suatu validitas data, yakni dengan triangulasi. Menurut Lexy J. 
Moleong (2007: 330), “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.  
 Lebih lanjut lagi Lexy J. Moleong (2007: 70) menambahkan, teknik 
triangulasi dibagi dalam empat kategori yaitu: 
1. Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan data/ sumber 
 Triangulasi data/ sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
dimana peneliti menggali data yang sama atau sejenis kepada 
informan yang berbeda. 
2. Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan metode/ 
metodologi 
 Triangulasi metodologi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
dimana peneliti menggali data yang sama atau sejenis dengan 
menggunakan metode yang berbeda. Yaitu misalnya peneliti 
menggunakan metode wawancara, pengamatan/ observasi, kuesioner, 
analisis dokumen/ arsip, dan lain-lain. 
3. Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan penyidik/ 
investigator 
 Triangulasi penyidik/ investigator adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data dimana peneliti menggali data yang sama atau sejenis 
dengan cara membandingkannya dengan hasil penelitian yang sejenis 
dari peneliti yang lain. 
4. Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan teori 
 Triangulasi teori adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dimana 
peneliti menggali data yang sama atau sejenis yang ditemukan di 
lapangan kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada, 
apakah sama dengan teori-teori yang sudah ada. Apabila berbeda 
maka dimungkinkan peneliti dapat menemukan atau menciptakan 
suatu teori baru. 
 
 Sedangkan dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data yang digunakan 
adalah dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik pemeriksaan 
yang memanfaatkan penggunaan data/ sumber atau triangulasi sumber merupakan 
teknik yang ditempuh dengan cara membandingkan dan mengecek balik data yang 
telah diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda untuk dapat diketahui 
derajat kepercayaan suatu informasi. Sedangkan triangulasi metode adalah 
penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang sejenis tetapi dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. 
 
G. Analisis Data 
 Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 
dilakukan proses mengolah data atau yang sering disebut dengan analisis data. 
Analisis data menurut Michael Quinn Patton yang diterjemahkan oleh Budi Puspo 
Priyadi (2006: 250) diartikan sebagai sebuah proses yang membawa bagaimana 
data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, ketegori, dan 
unit deskripsi dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J 
Moleong (2007: 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kepada orang lain. 
Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman terjemahan Tjeptjep 
Rohendi Rohidi (1992: 16) mengemukakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur 
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan sebelum, selama dan sesudah 
pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun suatu analisis yang 
tangguh. 
Ketiga alur kegiatan di atas dapat dijelaskan peneliti sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari 
fieldnote. Proses reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang 
pelaksanaan penelitian, bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan 
pengumpulan data, artinya reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti 
mengambil keputusan (meski mungkin tidak disadari sepenuhnya) tentang 
kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan 
penelitian, dan juga menentukan cara pengumpulan data yang digunakan. Berpijak 
dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa reduksi adalah bagian dari proses 
yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang 
tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga akan mempermudah 
dalam menarik kesimpulan akhir.  
2. Sajian Data 
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi 
dalam bentuk narasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan dapat dilakukan serta disusun secara logis dan sistematis 
sehingga bila dibaca, akan bisa lebih mudah dipahami berbagai hal yang terjadi 
dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan 
lain berdasarkan pemahamannya. Kedalaman dan kemantapan hasil penelitian 
sangat ditentukan oleh kelengkapan sajian datanya.  
3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi      
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti 
dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, 
pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, 
dan berbagai proposisi. Pada dasarnya kesimpulan awal sudah dapat ditarik sejak 
pengumpulan data. Kesimpulan-kesimpulan mungkin tidak muncul sampai 
pengumpulan data berakhir. Hal ini sangat tergantung pada besarnya kumpulan-
kumpulan catatan lapangan pengkodeannya, penyimpanan, metode pencarian 
ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga 
harus diverifikasikan. Jadi bukan berarti sesudah dilakukan penarikan kesimpulan 
merupakan final dari analisis karena pada dasarnya makna-makna yang muncul 
dari data-data harus diuji kebenarannya, yaitu yang merupakan validitasnya. 
Sehingga dalam hal  ini peneliti siap dan mampu bergerak di antara kegiatan 
tersebut. 
Untuk lebih menjelaskan antar pengumpulan data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan dalam jalinan siklus analisis data dapat peneliti gambarkan 
pada bagan berikut: 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 2: Skema Model Analisis Interaktif Mengalir 
(Sumber: HB. Sutopo, 2002: 96) 
 
H. Prosedur Penelitian 
  Prosedur penelitian merupakan suatu proses tahapan/ langkah-langkah 
penelitian dari awal sampai akhir. Dibuatnya prosedur penelitian dimaksudkan 
agar penelitian dapat berjalan teratur sehingga hasil penelitian dapat 
dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian yang dilakukan secara garis besar 
dapat dibagi menjadi beberpa tahap yaitu: 
  Pertama, tahap persiapan yaitu pengumpulan informasi sampai bahan 
teori yang mendukung perumusan masalah pada penelitian ini. Kedua, tahap 
pelaksanaan dimana peneliti dengan tujuan yang dicapai yaitu kajian teori hasil 
yang diharapkan mulai dari mengadakan observasi, survei, dan pengumpulan data 
di lapangan. Ketiga adalah tahap akhir dari penelitian yaitu analisis data, 
penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan penelitian. 
Secara terperinci prosedur penelitian ini dimulai dari observasi singkat 
peneliti untuk memahami kondisi lokasi yang dijadikan latar belakang penelitian 
serta pemilihan dan pemanfaatan informan sebagai kegiatan pra lapangan. 
Selanjutnya tahap menyiapkan perlengkapan penelitian, yaitu dengan menyusun 
proposal/ desain penelitian yang dijadikan acuan sementara proses penelitian yang 
akan dilaksanakan. Langkah berikutnya adalah pengajuan perijinan penelitian 
pada pihak-pihak yang terkait untuk memenuhi syarat administrasi sebuah 
penelitian. Setelah keseluruhan proses tersebut dapat diselesaikan, peneliti perlu 
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menyiapkan diri dan memperhatikan etika penelitian sebelum benar-benar terjun 
ke lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan. 
Data yang sudah terkumpul, kemudian dilakukan proses analisis data. 
Untuk memperkuat analisis tersebut, peneliti membandingkan data yang diperoleh 
dari lapangan dengan teori yang relevan. Akhir dari proses penelitian ini adalah 
penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan hasil penelitian secara lengkap, 
yang untuk kemudian akan diujikan. 
Untuk lebih menjelaskan keseluruhan proses di atas, berikut peneliti 
sajikan skema prosedur dalam penelitian ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3: Skema Prosedur Penelitian 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
1. Sejarah Singkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta yang beralamat di 
jalan Mr. Sartono No. 30 Surakarta 57135  berdiri pada tahun 1976. Pada waktu 
itu belum bernama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta tetapi 
bernama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) No. 40 Surakarta. 
Walaupun bernama SMPP, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SMA 
yaitu kurikulum 1975. Berdirinya SMPP diprakasai oleh Sekolah Menengah Atas 
(SMA) Negeri 5 Surakarta. Pada waktu itu kepala sekolahnya adalah Drs. R.M. 
Soepeno dan kepala sekolah yang pertama kali adalah Drs. Soekidjo. 
Pada tahun 1985 berdasarkan SK No. 0533/ 0/ 1985, nama SMPP 40 
Surakarta berubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta. 
Selanjutnya terjadi perubahan lagi menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) 
Negeri 6 Surakarta. Dan mulai tahun 2004 namanya kembali lagi menjadi Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta hingga sekarang. 
Dalam perkembangannya SMA Negeri 6 Surakarta sejak berdiri pada 
tahun 1976 hingga tahun 2009 telah mengalami beberapa kali pergantian 
kepemimpinan kepala sekolah. Pergantian kepemimpinan kepala sekolah itu 
antara lain sebagai berikut: 
a. Drs. Soekidjo (1977 – 1981) 
b. Drs. Romeo Wirodimedjo (1981 – 1989) 
c. Soegiman, B. Sc (1989 – 1991) 
d. Drs. A.A. Manungku (1991- 1992) 
e. Widagdo, B.A (1992 – 1992) 
f. Ign. Sutaryo, B. A (1992 – 1995) 
g. Dra. Hj. Tatik Sutarti, M.M. (1995 – 1999) 
h. Drs. Soenarso, M.M. (1999 - 2004) 
i. Drs. Sartono Prapto Hardjono (2004 – 2005) 
j. Drs. H. M. Thoyibun, S.H., M. M. (2005 – 2007) 
k. Drs. Ngadiyo, M.Pd (2007 – 2008) 
l. Drs. Makmur Sugeng, M.Pd (2008 - sekarang) 
 
2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6Surakarta 
a. Visi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta 
Visi adalah suatu pandangan dan kemampuan untuk melihat 
perkembangan di masa depan. Adapun visi SMA Negeri 6 Surakarta adalah 
“Berprestasi Dalam Mutu, Santun Dalam Budaya”. Visi SMA Negeri 6 Surakarta 
diwujudkan dengan beberapa indikator-indikator sebagai berikut: 
1) Unggul dalam perolehan NEM 
2) Unggul dalam persaingan  
3) Unggul dalam lomba/ lomba KIR/ Olympiade/ Akuntansi/ Bahasa Asing 
4) Unggul dalam prestasi olahraga 
5) Unggul dalam prestasi kesenian 
6) Unggul dalam keterampilan/ kecakapan hidup/ life skill 
7) Unggul dalam disiplin 
b. Misi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta  
Misi adalah suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga agar 
dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Adapun misi SMA Negeri 6 
Surakarta adalah sebagai berikut: 
1) Meningkatkan sumber daya kreativitas guru dalam melaksanakan pendidikan, 
pengajaran, dan penelitian. 
2) Mendorong siswa menjadi lebih inovatif dalam pembentukan karakter, 
penguasaan keterampilan hidup dan akademik, hidup sehat, dan 
mengapresiasikan seni baik melalui kegiatan intra maupun kegiatan 
ekstrakurikuler. 
3) Menanamkan keunggulan sekolah secara efektif khususnya kepada semua 
warga sekolah dan masyarakat pada umumnya. 
4) Menanamkan budi pekerti yang luhur, cinta tanah air, dan santun sesuai 
budaya bangsa (terutama D3S: Disiplin, Senyum, Sapa, dan Sopan Santun). 
5) Mendorong dan membentuk setiap siswa untuk mengerti/ menguasai bahasa 
nasional/ internasional. 
6) Menciptakan kreativitas siswa untuk menciptakan lapangan kerja. 
7) Meningkatkan kepercayaan diri pada siswa untuk belajar mandiri. 
c. Tujuan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta 
SMA Negeri 6 Surakarta memiliki tujuan untuk: 
1) Memenuhi akan pendidikan yang adil dan merata. 
2) Memenuhi akan pendidikan yang bermutu, efektif, efisien, dan relevan serta 
berdaya saing tinggi. 
3) Memenuhi akan kompetensi siswa dalam menghadapi kompetensi global. 
4) Memenuhi budaya, berbudi pekerti luhur, terampil, beriman, dan bertaqwa. 
 
3. Infrastruktur Sekolah  
SMA Negeri 6 Surakarta memiliki beberapa gedung yang difungsikan 
sebagai sarana prasarana penunjang berlangsungnya proses pembelajaran.  
a. Pergedungan 
Adapun sarana yang dimiliki SMA Negeri 6 Surakarta terdiri dari: 
1. Ruang Kelas yang berjumlah 27 ruangan 
2. Ruang Kepala Sekolah 
3. Ruang Wakil Kepala Sekolah 
4. Ruang Bimbingan dan Konseling atau Bimbingan dan Penyuluhan 
5. Ruang Tata Usaha 
6. Ruang Guru 
7. Ruang Perpustakaan 
8. Ruang Tamu 
9. Ruang Laboratorium Kimia 
10. Ruang Laboratorium Biologi 
11. Ruang Laboratorium Fisika 
12. Ruang Laboratorium IPS 
13. Ruang Laboratorium Bahasa 
14. Ruang Laboratorium Komputer 
15. Ruang Agama 
16. Ruang Ketrampilan 
17. Ruang Serbaguna atau Aula 
18. Ruang Gudang ATK 
19. Ruang Inventaris 
20. Ruang Dapur 
21. Ruang Ganti 
22. Ruang Kamar Mandi atau WC guru 
23. Ruang Kamar Mandi atau WC siswa 
24. Ruang UKS 
25. Ruang PMR atau Pramuka 
26. Ruang OSIS 
27. Masjid 
28. Musholla 
29. Ruang Koperasi 
30. Ruang Dinas 
31. Ruang Lobi atau Hall 
32. Ruang Kantin 
33. Ruang Bangsal Kendaraan 
34. Ruang Penjaga 
35. Ruang Pos Jaga 
36. Lahan Tanah. Lahan tanah di SMA Negeri 6 Surakarta dapat dipakai sebagai 
lapangan Olahraga dan Upacara terdiri dari: 
1) Lapangan Volley 
2) Lapangan Sepak Bola 
3) Lapangan Lompat Jauh atau Lompat Tinggi 
4) Lapangan Basket 
5) Lapangan Tenis 
6) Lapangan Pingpong 
7) Lapangan Upacara 
 
b. Prasarana  
Sedangkan prasarana yang dimiliki SMA Negeri 6 Surakarta adalah: 
1. Instalasi air 
2. Jaringan telpon 
3. Jaringan listrik 
4. Internet 
5. Akses jalan 
6. Jaringan interkom 
Selain itu SMA Negeri 6 Surakarta juga memiliki alat perlengkapan 
yang terdiri dari: 
1. Meja 
2. Kursi 
3. Papan tulis 
4. Rak buku 
5. Almari 
6. Meja dan kursi tamu 
7. Komputer 
8. TV 
9. LCD 
10. VCD atau DVD player 
11. OHP 
12. Mesin ketik 
13. Printer 
14. Mesin jahit 
15. Alat masak 
16. Alat-alat praktikum dan penunjang fisika 
17. Alat-alat praktikum dan penunjang biologi 
18. Scanner 
19. Stabilizer 
20. AC dan kipas angin 
21. Room speaker 
22. Headset 
23. Booth 
24. Master console 
25. Instalasi listrik 
26. Jaringan internet 
27. Filling cabinet 
28. Brankas 
29. Kalkulator 
c. Perpustakaan 
SMA Negeri 6 Surakarta memiliki satu buah gedung perpustakaan. 
Perpustakaan di SMA Negeri 6 Surakarta ini merupakan unit pelaksana teknis 
yang ditujukan untuk melayani dan menyediakan buku referensi pelajaran bagi 
guru dan peserta didik. Perpustakaan ini difungsikan untuk melayani setiap 
kegiatan akademik dalam proses pembelajaran yang berlangsung antara guru dan 
peserta didik. Perpustakaan ini berada di bawah wewenang dan tanggung jawab 
kepala sekolah. 
Fasilitas-fasilitas penunjang yang terdapat di perpustakaan SMA Negeri 
6 Surakarta meliputi: 
1) Meja panjang sebanyak 6 buah 
2) Kursi panjang sebanyak 12 buah 
3) Almari dan rak buku sebanyak 20 buah 
4) Whiteboard sebanyak 1 buah 
5) Komputer dan printer sebanyak 2 buah 
6) TV sebanyak 1 buah 
7) VCD atau DVD player 1 buah 
Koleksi buku yang terdapat di SMA Negeri 6 Surakarta terbagi atas 
beberapa klasifikasi yang meliputi: 
1) Buku pelajaran yang terdiri dari semua mata pelajaran yang berjumlah 10.146 
buah. 
2) Buku bacaan yang meliputi novel, buku ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
berjumlah 1.156 buah. 
3) Buku referensi yang meliputi kamus dan ensiklopedia yang berjumlah 142 
buah. 
4) Serta berbagai macam jurnal, majalah, tabloid, novel, surat kabar dan buku 
bacaan lain. 
 
4. Keadaan Guru, Karyawan Tata Usaha, dan Peserta Didik 
 Pada tahun pembelajaran 2008/ 2009 SMA Negeri 6 Surakarta memiliki 
tenaga pendidik sebanyak 81 orang, yang terdiri dari  70 orang sebagai guru tetap 
yang berstatus PNS dan 11 orang sebagai guru tidak tetap yang berstatus guru 
bantu. Tenaga pendidik SMA Negeri 6 Surakarta memiliki tugas mengajar yang 
sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki yaitu terdiri 
dari berbagai mata pelajaran antara lain IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris, Pendidikan Agama, IPS, Penjas Orkes, Seni Budaya, PKn, TIK/ 
Keterampilan, BK, dan Bahasa Jawa. 
 Selain memiliki tugas mengajar, tenaga pendidik di SMA Negeri 6 
Surakarta juga memiliki tugas fungsional lain yaitu sebagai wakil kepala sekolah, 
staf urusan humas, staf urusan kurikulum, staf urusan sarana prasarana, dan staf 
urusan kesiswaan. Beberapa guru telah mengikuti kegiatan pengembangan 
kompetensi profesionalisme pendidik yang meliputi penataran KBK/ KTSP, 
penataran metode pembelajaran/ CTL, penataran PTK, penataran karya tulis 
ilmiah, sertifikasi profesi/ kompetensi, penataran PTBK, penataran laboratorium, 
dan lain-lain. Guru-guru di SMA Negeri 6 Surakarta memiliki prestasi yang cukup 
membanggakan pada beberapa kejuaraan lomba di tingkat kabupaten/ kota, yaitu: 
Lomba PTK, Lomba karya tulis inovasi pembelajaran, Lomba guru berprestasi, 
dan lain-lain. 
 Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Negeri 6 Surakarta tidak dapat di lepaskan dari keberadaan tenaga 
pendukung dan karyawan yang turut membantu dan memperlancar pelaksanaan 
kegiatan administrasi sekolah. Pelaksanaan kegiatan adminitrasi sekolah menjadi 
tanggung jawab karyawan pada unit tata usaha. Karyawan pada unit tata usaha 
berjumlah 23 orang. Keseluruhan jumlah tersebut selain karyawan tata usaha, juga 
terdapat beberapa tenaga pendukung lain yaitu tenaga pustakawan, tenaga laboran 
laboratorium IPA, teknisi laboratorium komputer, penjaga kantin, penjaga 
sekolah, tukang kebun serta penjaga keamanan. Agar pelaksanaan kegiatan 
administrasi di SMA Negeri 6 Surakarta dapat berjalan dengan lancar dan 
terkoordinir dengan baik, maka diterapkan pola pembagian tugas dan pekerjaan 
yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing personil karyawan 
pada unit tata usaha. 
 Jumlah keseluruhan peserta didik di SMA Negeri 6 Surakarta pada tahun 
2008/ 2009 berjumlah 662 orang yang terdiri dari kelas X sebanyak 249 orang, 
kelas XI 207 orang dan kelas XII sebanyak 206 orang. Kelas X dibagi dalam 6 
rombongan belajar, kelas XI dibagi dalam 5 rombongan belajar dan kelas XII 
dibagi dalam 5 rombongan belajar. Jumlah keseluruhan ruang kelas yang ada di 
SMA Negeri 6 Surakarta adalah sebanyak 27 kelas. Peserta didik di SMA Negeri 
6 Surakarta memiliki catatan prestasi akademik yang cukup membanggakan 
dalam beberapa lomba-lomba di tingkat kota dan kejuaraan di tingkat propinsi 
yaitu misalnya: juara 3 lomba matematika tingkat propinsi, juara 1 cerdas cermat 
pramuka tingkat propinsi, juara 1 lomba pidato bahasa inggris tingkat kota, juara 1 
karya ilmiah tingkat kota, juara 1 lomba paskibraka, juara 2 siswa berprestasi serta 
lomba-lomba lainnya. 
Kurikulum yang pernah diterapkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Negeri 6 Surakarta: 
1976/ 1983  :  Kurikulum 1975 SMA 
1984/ 1985  :  Kurikulum 1984 SMA untuk kelas 1 dan kurikulum 1975 SMA 
untuk kelas 2 dan 3 
1985/ 1986  :  Kurikulum 1984 SMA untuk kelas 1 dan 2 dan kurikulum 1975 
untuk kelas 3 
1986/ 1987  :  Kurikulum 1984 untuk kelas 1, 2 , dan 3 
1994/ 1995  :  Kurikulum 1994 SMU untuk kelas 1 dan 2 dan kurikulum 1984 
untuk kelas 1 dan kurikulum 1984 untuk kelas 2 dan 3 
1996/ 1997  :  Kurikulum 1994 SMU untuk semua jenjang kelas 
2004/ 2005  :  Kurikulum 1994 untuk kelas 2 dan 3 dan kurikulum 2004 
(KBK) untuk kelas 1 
2005/ 2006  :  Kurikulum 2004 SMA (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 
untuk kelas 1 dan 2 
2006/ 2007  :  Kurikulum 2004 SMA (KBK) untuk kelas 1 dan 2 dan 
kurikulum 2004 untuk kelas 3 
2007/ sekarang  : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk kelas 1  
dan 2 dan kurikulum 2004 untuk kelas 3 
 
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 
1. Pelaksanaan Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah dalam Penerapan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 
SMA Negeri 6 Surakarta 
Kurikulum adalah rancangan yang berisikan pengaturan tentang tujuan, 
isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan 
belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan. 
Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang menempati 
kedudukan sentral dalam proses pendidikan. Adanya kurikulum dapat 
mengarahkan setiap bentuk aktivitas pembelajaran dalam rangka pencapaian 
tujuan pendidikan nasional dan tujuan sekolah, baik secara umum maupun secara 
khusus. Oleh sebab itu, kurikulum dan pendidikan mempunyai hubungan yang 
tidak dapat dipisahkan, dimana pendidikan memiliki tujuan yang ingin dicapai 
yang dituangkan ke dalam isi pendidikan yang berupa kurikulum. Jadi kurikulum 
dibuat sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 
Menurut Staf Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 6 
Surakarta selaku informan II menambahkan, ”Kurikulum adalah program 
pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa, 
kedudukannya sebagai alat yang digunakan oleh instansi sekolah untuk mencapai 
tujuan pendidikan, bisa itu tujuan pendidikan nasional, bisa tujuan sekolah itu 
sendiri”. (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2009). Pendapat tersebut sesuai 
dengan Undang–Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
yang menyatakan bahwa ”Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu”. 
Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa kurikulum 
merupakan titik tolak dari kegiatan pembelajaran di setiap instansi sekolah, begitu 
juga di SMA Negeri 6 Surakarta. Kurikulum digunakan dan dikembangkan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran bagi guru dalam 
melaksanakan proses pembelajaran terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan 
pendidikan. 
 
a. Latar Belakang Pelaksanaan Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah 
dalam Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  
 Dimulai sejak tahun 2006, kurikulum negeri ini telah berganti dari 
Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) disempurnakan menjadi 
KTSP. SMA Negeri 6 Surakarta mulai menerapkan KTSP terhitung sejak tahun 
pelajaran 2006 sampai dengan sekarang. KTSP merupakan kurikulum operasional 
yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang 
terdiri dari tujuan, struktur dan muatan, kalender pendidikan, dan silabus pada 
masing-masing tingkat satuan pendidikan. KTSP bertujuan agar setiap satuan 
pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional dengan menyesuaikannya 
pada kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. 
Melalui KTSP dimungkinkan adanya penyesuaian program pendidikan dengan 
kebutuhan dan potensi daerah dimana instansi sekolah itu berada. 
Penerapan KTSP memberikan peluang bagi setiap sekolah untuk 
menyusun kurikulumnya sendiri, dan untuk itu tiap guru yang akan mengajar di 
kelas dituntut memiliki kemampuan menyusun kurikulum yang tepat bagi peserta 
didiknya. Untuk mengoptimalkan pemberdayaan guru dalam menyusun 
kurikulum tersebut, harus didukung sejumlah sarana dan fasilitas, seperti 
ketersediaan buku teks yang sesuai, sumber belajar, dan teknologi yang memadai 
(perpustakaan, internet, laboratorium), media pembelajaran, alat evaluasi yang 
sesuai serta lingkungan pembelajaran/ iklim belajar yang kondusif. SMA Negeri 6 
Surakarta mengimplementasikan KTSP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 22 tahun 2006, PP No 19 tahun 2005, dan Pasal 1 ayat 15 Standar Nasional 
Pendidikan (SNP). 
Keterangan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan II 
yang mengungkapkan bahwa ”Sejak dimulainya implementasi KTSP, siap nggak 
siap, ya kita kudu siap, karena itu kurikulum dari pemerintah. Menurut PP No. 22 
dan PP No. 19. Tapi ya tetap butuh penyesuaian, karena kurikulum itu adalah 
sebuah proses, jadi kesiapannya tidak seketika”. (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 
2009). Sedangkan dalam segi kesiapan sekolah/ satuan pendidikan dalam 
implementasi KTSP, dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu guru, peserta 
didik, dan faktor penunjang. 
 
1) Kesiapan Guru 
Dal hal implementasi KTSP, kesiapan yang paling utama berawal dari 
guru selaku pelaksana kurikulum dan penyelenggara pembelajaran. Sesuai dengan 
hasil wawancara dengan informan II mengungkapkan bahwa: 
Guru disini pada dasarnya siap, karena kurikulum di Indonesia kan 
memang sering gonta-ganti, jadi kalau ganti lagi ya tidak heran. Tapi 
dalam pelaksanaannya itu yang banyak kendala. Beberapa guru masih 
ada yang belum paham, sarana dan prasarana masih kurang, masih ada 
yang menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah. (Hasil 
wawancara tanggal 18 Mei 2009). 
 
Dikarenakan guru merupakan elemen yang paling bertanggungjawab 
dalam melaksanakan kurikulum dikelas melalui proses belajar-mengajar, maka 
kemampuan profesional guru turut menentukan apakah suatu kurikulum dapat 
beroperasi secara efektif dan efisien. Tingkat efisiensi itu ditentukan oleh sejauh 
mana kelancaran proses pembelajaran, sedangkan tingkat efektivitasnya ditandai 
oleh derajat keberhasilannnya, yakni prestasi belajar siswa. Hal tersebut diperkuat 
oleh pernyataan dari informan II yang mengutarakan bahwa: 
Efektif efisien dan tidaknya kurikulum itu berjalan itu ditentukan oleh 
guru dalam KBM di kelas, dengan mengukur dari prestasi siswa. 
Walaupun tidak sepenuhnya tanggungjawab guru juga. Jadi sebagus 
apapun kurikulum yang diterapkan, apabila gurunya kurang profesional, 
ya kurang membawa manfaat juga, baik itu bagi siswa, maupun bagi 
kelangsungan instansi sekolah itu sendiri. Jadi bagaimanapun juga, guru 
merupakan kunci bagi terlaksana kurikulum. (Hasil wawancara tanggal 
18 Mei 2009). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan VIII yang berpendapat 
bahwa ”Kalo gurunya cuma ceramah, siswa jadi ngantuk, dan malah pada gak 
aktif. Cara mengajarnya kadang terasa terlalu monoton, tapi ada juga yang 
menyenangkan. Menyenangkannya karena gurunya itu menggunakan berbagai 
macam cara dalam mengajar, siswa jadi termotivasi ikut aktif”. (Hasil wawancara 
tanggal 26 Mei 2009). Sedang menurut Guru Kelas Mata Pelajaran Akuntansi 
yang juga merupakan guru senior dan telah diangkat sebagai supervisor 
pendidikan selaku informan IV, mengungkapkan bahwa: 
  Menurut saya beberapa guru kurang maksimal dalam menerapkan 
metode-metode mengajar dalam KTSP, guru-guru yang sudah tidak 
muda masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru 
sehingga pelaksanaan KTSP belum bisa berjalan dengan maksimal. 
Masih ada saja peserta didik yang kurang aktif dengan pelajaran yang 
disampaikan oleh guru-guru yang belum menerapkan metode mengajar 
seperti yang dianjurkan dalam KTSP. (Hasil wawancara tanggal 20 Mei 
2009). 
 
Selanjutnya, berikut hasil wawancara dengan informan I yang menjelaskan 
bahwa: 
Guru-guru di SMA 6 apabila mengalami kesulitan atau merasa memiliki 
kemampuan yang minim atau kurang begitu paham dalam dalam bidang 
tertentu pada kemampuan profesionalnya maupun dalam melaksanakan 
kurikulum, sudah tentu guru yang bersangkutan memerlukan bantuan, 
bimbingan, arahan, mungkin pembinaan yang tentunya berguna baginya 
dalam upaya melaksanakan kurikulum. (Hasil wawancara tanggal 27 
Mei 2009) 
 
Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 
kurikulum yang berdaya guna dan berhasil guna sangat tergantung pada 
kemampuan guru itu sendiri. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas 
guru memiliki peran penting dalam mengarahkan peserta didik agar dapat ikut 
aktif dalam proses pembelajaran. 
 
2) Kesiapan Peserta Didik 
Kesiapan dari peserta didik selaku subjek pembelajaran menurut 
Informan IV: 
Dilihat dari segi kesiapan, rata-rata peserta didik sudah siap dengan 
KTSP, karena KBK maupun KTSP hampir sama. Di SMP mereka juga 
sudah terbiasa dengan kurikulum KBK dan KTSP. Jadi tidaklah 
dirisaukan, karena yang paling penting itu dari gurunya sendiri. 
Kurikulum diimplementasikan oleh si guru itu sendiri. Guru tersebut 
mampu tidak mendorong peserta didiknya untuk aktif dalam 
pembelajaran. Rata-rata anak sekarang sudah pada aktif. (Hasil 
wawancara tanggal 20 Mei 2009). 
 
Kesiapan peserta didik itu sendiri lebih tergantung pada bagaimana cara 
guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Karena pelaksana kurikulum adalah 
guru. Dalam implementasi KTSP, seorang guru harus mampu memotivasi siswa 
untuk menciptakan pembelajaran yang bukan lagi berorientasi pada guru (teacher 
oriented), melainkan pembelajaran yang berorientasi pada siswa (student 
oriented). Tujuannya tidak lain adalah supaya kurikulum dapat dilaksanakan 
secara optimal dan peserta didik dapat memperoleh manfaat dari proses 
pembelajaran. 
 
3) Kesiapan Faktor Penunjang 
Kesiapan faktor penunjang/ pelengkap KTSP, diantaranya adalah sarana 
dan prasarana sekolah, dan dukungan dari segenap komite sekolah disertai 
koordinasi secara intensif dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMA Negeri 6 Surakarta sebagai 
informan III mengutarakan bahwa: 
Sejauh ini KTSP masih berjalan terus, dari komite sekolah, guru, siswa, 
dan seluruh elemen sekolah mendukung sepenuhnya. Kalau disini dalam 
mengimplementasikan KTSP sudah mulai tampak dari beberapa 
penambahan sarana dan prasarana meskipun masih belum maksimal, 
kemudian dengan mengkondusifkan lingkungan sekolah, koordinasi 
dengan berbagai pihak (komite sekolah, MGMP, kurikulum, kepala 
sekolah, dan dinas/ pengawas). (Hasil wawancara tanggal 19 Mei 2009) 
 
Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh informan I yang selaku Kepala 
SMA Negeri 6 Surakarta: 
SMA 6 sudah mulai menerapkan KTSP sejak tahun 2006. Sesuai dengan 
Pasal 1 ayat 15 Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu, sekolah 
ini juga sudah siap, mulai dari guru, siswa, komite sekolah sampai 
sarana dan prasarana sekolah. Di awal penerapannya dilakukan 
sosialisasi secara serentak, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
diadakan pelatihan atau workshop dengan mendatangkan pakar dari luar, 
juga melalui koordinasi dengan MGMP. (Hasil wawancara tanggal 27 
Mei 2009) 
 
Apabila ditinjau dari segi sarana dan prasarana pendukung KTSP, 
terlihat masih belum optimal. Beberapa sarana prasarana sebagai penunjang KTSP 
sudah ada yang usang dan rusak, dan penyediaan buku-buku di perpustakaan 
sebagai sumber belajar juga belum dilakukan penambahan yang signifikan, dapat 
dikatakan masih belum lengkap. Untuk itu, pengadaan sarana dan prasarana 
penunjang KTSP harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Berikut pernyataan 
dari informan III: 
Segi sarana dan prasarananya ya... sudah cukup memadai, seperti sudah 
tersedianya hotspot area, internet, laboratorium bahasa, kimia, biologi, 
fisika, IPS, dan komputer. Sebenarnya target dalam realisasi kurikulum 
ini, di setiap kelas akan ditaruh LCD, namun belum terwujud, karena 
masalah dana. Selain itu, yang jadi kendala para guru belum banyak 
yang bisa memanfaatkan IT dan mengoperasikan komputer sama 
internet. Untuk perpustakaan memang masih seperti itu dulu, karena itu 
tadi masalah dana. (Hasil wawancara tanggal 19 Mei 2009). 
 
Informan VIII, yang notabene adalah siswa kelas XI IPA-2 yang juga 
menjabat sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 6 
Surakarta, mengatakan seperti berikut, ”Kalau segi sarana prasarana, mungkin 
perpusnya mbak, bukunya kurang lengkap. Trus kalo laboratoriumnya itu alatnya 
juga terbatas, beberapa sudah tidak bisa dipake, jadi ndadak pake ngantri lama 
makenya. Trus hot spotnya juga belum banyak yang manfaatin”. (Hasil 
wawancara tanggal 26 Mei 2009). 
Dari pendapat kedua informan tersebut, informan I memberi tanggapan 
sebagai berikut: 
Segi sarana dan prasarana memang terus kita upayakan untuk terus 
ditingkatkan dan dilakukan perbaikan untuk penghematan apabila sarana 
prasarana tersebut ada yang rusak. Masalah dana yang menjadi alasan 
utama tersendatnya penambahan sarana dan prasarana, baik itu dari 
perpustakaan sampai alat-alat di laboratorium. (Hasil wawancara tanggal 
27 Mei 2009). 
 
Kesimpulannya adalah untuk menunjang kelancaran proses belajar 
mengajar dalam KTSP, sarana dan prasarana termasuk media pembelajaran 
mempunyai kedudukan yang penting sebagai alat peraga dan model pembelajaran 
yang pasti diperlukan oleh guru dan peserta didik. Sarana prasarana dan media 
pembelajaran dapat digunakan sebagai alat stimulan dan perangsang minat peserta 
didik agar dapat tertarik dan ikut aktif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 
Dengan adanya media, sarana dan prasarana mengajar yang lengkap, maka proses 
pembelajaran akan dapat berjalan dengan lancar dan materi pelajaran akan lebih 
mudah diserap dan dipahami oleh peserta didik. 
Dari beberapa uraian diatas tersirat bahwa segi kesiapan yang berasal 
dari guru, peserta didik, dan sarana penunjang dalam penerapan KTSP masih 
kurang. Sebagian kalangan guru sebagai pelaksana kurikulum masih kerap 
menemui kendala dalam mengimplementasikan KTSP atau mengalami kesulitan 
dalam prosedur pelaksanaannya karena merasa mempunyai hambatan/ kelemahan 
dalam dimensi tertentu pada kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, guru 
yang bersangkutan membutuhkan bantuan, bimbingan, arahan, dorongan kerja, 
atau mungkin nasihat dan petunjuk yang berguna baginya dalam upaya 
melaksanakan kurikulum. 
Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh informan IV:  
Pelaksanaan kurikulum apa pun itu, bisa KBK maupun KTSP, sangat 
membutuhkan pengawasan, karena dalam pelaksanaannya terkadang 
ditemui berbagai kendala atau hambatan, jadi pentingnya pengawasan 
disini adalah sebagai alat kontol dalam pelaksanaan kurikulum. (Hasil 
wawancara tanggal 20 Mei 2009). 
 
Pendapat dari informan IV tersebut diperkuat dengan tanggapan dari informan I: 
Pada intinya, supervisi berjalan bersamaan dengan implementasi 
kurikulum. Ada kurikulum, disana pasti ditemukan supervisi. Karena 
guru-guru dalam melaksanakan kurikulum tidak sepenuhnya berjalan 
mulus dan kurikulum juga tidak sepenuhnya berjalan tanpa masalah, 
maka disinilah peran supervisi diperlukan. (Hasil wawancara tanggal 27 
Mei 2009). 
 
Dari beberapa pandangan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan 
supervisi pendidikan dalam kurikulum khususnya KTSP menjadi sebuah 
kebutuhan. Dengan adanya supervisi pendidikan, maka kondisi-kondisi yang 
menjadi penghambat maupun kendala dalam prosesnya dapat segera terdeteksi 
dan dicari jalan keluarnya. Atas dasar hal itulah yang menjadi alasan bahwa 
kegiatan supervisi pendidikan menjadi mutlak diperlukan. Namun, supervisi 
pendidikan tidak hanya dilakukan pada keberadaan gurunya dalam proses 
pembelajarannya saja, tapi juga pada faktor penunjang kurikulum dan peserta 
didik. 
 
b. Ruang lingkup Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah dalam 
Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  
Kesempurnaan jalannya kurikulum di masing-masing sekolah tidak 
dapat dipisahkan dari peran pimpinan sekolah, yakni kepala sekolah. Sebagai 
pimpinan, seorang kepala sekolah tidak lepas dari kegiatan-kegiatan manajerial, 
salah satu diantaranya adalah supervisi atau pengawasan. Dengan menjalankan 
peran supervisi inilah, maka seorang kepala sekolah dapat dikatakan sebagai 
supervisor pendidikan. Sebab kurikulum merupakan sebuah proses yang 
berkelanjutan, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diadakan monitoring, yang 
tak lain tujuannya agar kurikulum tersebut mampu berjalan sebagaimana mestinya 
dan dapat mencapai tujuan. 
Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dalam KTSP di SMA Negeri 
6 Surakarta sejauh ini masih terus berjalan. Kegiatan supervisi pendidikan oleh 
kepala sekolah dilakukan mulai dari tahap perencanaan, kemudian persiapan, 
dilanjutkan dengan pelaksanaan supervisi, dan diakhiri dengan tahapan evaluasi. 
Seperti yang telah dikemukakan oleh informan I sebagai berikut: 
Pelaksanaan supervisi pendidikan ini dilakukan mulai dari tahap 
perencanaan, dari kepala sekolah kemudian persiapan, misal dengan 
pemberitahuan sebelumnya lewat surat pemberitahuan dilanjutkan 
dengan pelaksanaan supervisi, dan diakhiri dengan tahapan evaluasi 
dengan penilaian. Keseluruhan tahapan dilakukan agar dapat dilakukan 
pembinaan secara utuh dalam proses pembelajaran, termasuk pula pada 
sarana dan prasarana pendukungnya. Selain itu supervisi juga dilakukan 
dalam bidang administratif, seperti jurnal mengajar, buku presensi, buku 
piket guru. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 2009). 
 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan 
oleh kepala sekolah di SMA Negeri 6 Surakarata dilakukan mulai dari tahap 
perencanaan, kemudian persiapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan supervisi, dan 
diakhiri dengan tahapan evaluasi. Supervisi pendidikan dalam penerapan KTSP 
itu sendiri tidak hanya dilakukan pada aspek pembelajarannya saja, namun juga 
pada aspek yang berkaitan erat sebagai penunjang pembelajaran itu sendiri, yakni 
aspek administratif, dan sarana/ prasarana. 
 
1) Aspek Pembelajaran 
Kurikulum merupakan titik tolak dan acuan dalam menyelenggarakan 
proses pembelajaran. Oleh karena itu dibutuhkan seorang guru yang memiliki 
kompetensi dan kualifikasi yang baik agar kurikulum tersebut juga dapat 
diimplementasikan dengan efektif. Peranan kepala sekolah sebagai seorang 
pimpinan sekolah adalah perlu melakukan berbagai cara dalam meningkatkan 
kemampuan guru dalam mengimplementasikan KTSP secara benar, salah satunya 
adalah dengan melakukan supervisi pada proses pembelajaran. Dimana kegiatan 
supervisi bukanlah kegiatan yang semata-mata mencari-cari kesalahan guru, 
namun lebih menitikberatkan pada kegiatan perbaikan dan pembinaan. Seperti 
pernyataan yang diperoleh dari informan IV yang mengatakan bahwa ”Karena 
supervisi itu membina, memperbaiki yang kurang menjadi lebih baik, yang sudah 
baik tetap dipertahankan atau ditingkatkan jadi bukan sekedar mengawasi dalam 
tanda petik ya...”. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 2009). 
Lebih lanjut lagi informan II memberikan keterangan bahwa: 
Setiap guru mendapat giliran untuk disupervisi, baik itu supervisi dari 
kepala sekolah secara langsung maupun dari guru-guru senior atas 
delegasi wewenang dari kepala sekolah. Biasanya supervisi dilakukan 
dengan menggunakan presentase 25% guru di pertengahan semester. 
Sebenarnya tiap kurikulum itu hal-hal yang disupervisi hampir sama. 
Kalau KTSP hal-hal yang disupervisi itu seperti: program tahunan, 
program semester, silabus, RPP, dan pengelolaan kelas. (Hasil 
wawancara tanggal 18 Mei 2009). 
 
Pernyataan diatas diperkuat dengan dilakukannya analisis pada salah 
satu sampel dokumen oleh penulis, yaitu pada blangko Pembimbingan Teman 
Sejawat dalam Kegiatan Belajar Mengajar (Terlampir). Dalam blangko tersebut 
dapat diketahui bahwa pelaksanaan supervisi dalam proses pembelajaran 
dilakukan pada perangkat pembelajaran dalam KTSP, seperti pada program 
tahunan, program semester, silabus, RPP, alat evaluasi. Supervisi yang dilakukan 
pada proses pembelajaran oleh guru yang ditunjuk sebagai supervisor disebut 
dengan Pembimbingan Teman Sejawat dalam Kegiatan Belajar Mengajar. 
Dari pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang dilakukan oleh 
penulis, dapat diketahui bahwa dalam program tahunan itu mencakup program 
semester gasal dan semester genap yang di dalamnya terdiri dari standar 
kompetensi/ kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Sedangkan pada 
program semester isinya meliputi standar kompetensi/ kompetensi dasar, alokasi 
waktu, pengaturan waktu dengan hitungan bulan/ minggu yang diawali dari 
permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan 
waktu libur. Program tahuan dan program semester dibuat oleh masing-masing 
guru dengan diketahui oleh supervisor dan kepala sekolah (Terlampir). 
Untuk silabus, RPP, dan pengelolaan kelas kegiatan supervisinya juga 
lebih sering diserahkan pada guru-guru senior yang ditunjuk menjadi supervisor 
oleh kepala sekolah, namun tetap diketahui oleh kepala sekolah. Senada dengan 
keterangan dari informan I yang berpendapat bahwa: 
Untuk program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan 
pengelolaan kelas kegiatan supervisinya lebih banyak diserahkan pada 
guru-guru senior, namun tetap hasil supervisinya ditandatangani sendiri 
oleh kepala sekolah. Untuk RPP memang tiap-tiap guru berbeda, karena 
RPP ini adalah penjabaran silabus yang didesain lebih sederhana, 
lengkap, dan operasional dalam satu tatap muka. Meski berbeda, namun 
substansinya itu serupa, karena silabus itu biasanya dibuat bersama-sama 
dalam wadah MGMP, baik tingkat kota maupun di tingkat sekolah, 
SMA 6 sendiri. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 2009). 
 
Sedang dari segi pengelolaan kelas/ kegiatan belajar mengajar sesuai 
dengan temuan dokumen yang penulis peroleh, penilaiannya meliputi penguasaan 
materi, penyajian sesuai meteri, metode pembelajaran, penggunaan alat peraga, 
keterlibatan siswa, bimbingan kepada siswa, teknik bertanya, penggunaan bahasa 
pengantar, pengembangan keterampilan siswa, evaluasi proses, dan pencapaian 
tujuan pembelajaran. Keseluruhan kriteria tersebut memiliki rentang nilai yang 
berbeda-beda. 
Mengenai peserta didik dalam proses pembelajaran, sebagian besar 
adalah berada ditangan guru, oleh karenanya seorang guru memiliki 
tanggungjawab untuk mensupervisi sendiri peserta didiknya. Berdasarkan 
keterangan dari informan I yang mengatakan bahwa:  
Saya tentu tidak akan mampu bila mensupervisi seluruh warga sekolah 
ini, oleh karena itu, untuk supervisi pada siswa, diserahkan kepada guru-
guru kelas yang memang sedang mendapat jadwal untuk mengajar di 
kelas tersebut. Jika ada keluhan atau masalah dari siswa bisa 
disampaikan melalui wali kelasnya, atau BP, tergantung masalah apa 
yang dihadapi. Jika belum ada solusi, baru saya turun tangan. (Hasil 
wawancara tanggal 27 Mei 2009). 
 
Sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan dapat diketahui 
bahwa kegiatan supervisi terhadap peserta didik dilakukan dari awal kegiatan 
mengajar, dimulai dengan membaca daftar hadir/ presensi siswa, sehingga dapat 
diketahui jumlah siswa yang hadir dan jumlah siswa yang tidak hadir/ absen baik 
karena sakit, ijin, atau tanpa keterangan. Apabila ada siswa yang terlambat, siswa 
diwajibkan mengisi buku terlambat yang disediakan oleh guru piket untuk 
kemudian diproses oleh guru BK, setelah mendapat ijin dari BK, maka siswa yang 
bersangkutan bisa masuk kelas. Namun apabila ada siswa yang ijin pulang, maka 
tugas guru yang mengajar pada jam itu adalah menanyakan dengan cermat 
kepentingan siswa tersebut, apabila alasan bisa diterima maka siswa tersebut akan 
diijinkan, setelah itu siswa tersebut masih harus mengisi buku ijin di guru piket 
serta meminta 3 surat atau blangko ijin pulang untuk diberikan kepada guru kelas, 
parkir, dan orang tua. 
Kegiatan supervisi masih dilanjutkan dalam kegiatan pembelajaran, 
dengan cara guru memberikan bimbingan, pengajaran, pengarahan, maupun 
pengawasan kepada peserta didik secara langsung. Kegiatan belajar mengajar 
dikelola sedemikian rupa oleh guru agar dapat diperoleh kegiatan pembelajaran 
yang mampu memunculkan keaktifan siswa. Hasil belajar itu sendiri dapat 
diketahui oleh guru melalui hasil test, baik itu pre test maupun hasil post test, 
dimana penilaiannya menggunakan rumus penentuan nilai raport yang telah 
distandarkan bagi tiap-tiap mata pelajaran (Terlampir). Hasil akhir evaluasi 
pembelajarannya adalah berwujud nilai raport, dimana orang tua juga dapat 
melihat hasil belajar anaknya selama di sekolah. 
Dari keterangan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa supervisi 
dalam implementasi KTSP dilihat dari aspek pembelajaran adalah penilaian pada 
perangkat pembelajaran, antara lain: program tahunan, program semester, silabus, 
RPP, dan pengelolaan kelas. 
 
2) Aspek Administratif 
Supervisi ini lebih menitikberatkan pada aspek-aspek administrasi yang 
bertujuan untuk mendukung dan melancarkan terlaksananya kegiatan 
pembelajaran. Berdasarkan temuan dokumen oleh penulis, diketahui bahwa 
bentuk supervisi pendidikan oleh kepala sekolah juga dilakukan dalam kegiatan 
administratif, seperti kewajiban guru dalam mengisi Daftar Hadir Guru Tetap dan 
Guru Tidak Tetap, mengisi Jurnal Mengajar, dan pengisian pada Laporan Piket 
oleh petugas piket. Menurut hasil pengamatan penulis selama bulan Mei 2009, 
penulis mendapati adanya beberapa orang guru yang bertugas sebagai petugas 
piket, dimana setiap harinya (hari senin sampai sabtu, dari jam 06.45 sampai 
13.15 WIB) dilakukan secara bergantian/ bergiliran sesuai jadwal. 
Tugas administratif guru piket tersebut antara lain: menyediakan berkas 
yang diberikan ke kelas seperti absensi kelas, presensi kelas, dan jurnal mengajar. 
Serta mengisi buku Laporan Piket, merekap absensi kelas, dan mengisi buku ijin 
dan buku terlambat. Di dalam Laporan Piket tersebut terdapat point-point yang 
perlu diisi oleh petugas piket, diantaranya adalah hari dan tanggal, guru yang tidak 
hadir, guru yang mendahului pulang, peristiwa yang perlu dilaporkan, serta nama 
petugas piket. Laporan Piket tersebut akan disimpan oleh guru Bimbingan 
Konseling (BK), untuk selanjutnya koordinator guru BK menyerahkan buku 
Laporan Piket itu kepada kepala sekolah tiap akhir semester. Seperti keterangan 
yang diungkapkan oleh informan VI selaku Guru BK berikut ini: 
Salah satu tugas BK adalah melakukan koordinasi dengan petugas piket, 
setiap hari senin sampai sabtu, pas KBM. Nanti hasil dari laporan piket 
diserahkan di akhir semester. Kalau dibilang terlalu lama, ya terlalu 
lama. Tapi kita akan mengusulkan untuk dicek tiap akhir bulan. Nanti, 
pas awal tahun pelajaran baru, kita akan coba rembug dengan bapak 
kepala sekolah. (Hasil wawancara tanggal 23 Juni 2009). 
 
Selain itu, kegiatan administrasi guru adalah mengisi buku Daftar Hadir 
Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap. Berdasarkan hasil observasi oleh penulis dan 
disertai dengan temuan salah satu sampel dokumen selama bulan Mei 2009, para 
guru baik guru tetap maupun tidak tetap telah mengisi dengan membubuhi paraf 
pada kolom Daftar Hadir Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap. Meskipun beberapa 
kolom masih terlihat kosong, namun sebagian besar telah terisi (Terlampir). 
Sedangkan untuk jurnal mengajar, sesuai dengan hasil analisis salah satu sampel 
dokumen oleh penulis pada Jurnal Mengajar, dapat diketahui bahwa para guru 
telah mengisi Jurnal Mengajar dimulai sejak awal semester genap bulan Januari 
tahun pelajaran 2008/ 2009 sampai akhir semester pada bulan Mei 2009. 
 
3) Aspek Sarana dan Prasarana 
Ruang lingkup kegiatan supervisi pendidikan dalam KTSP tidak hanya 
sebatas supervisi pada aspek pembelajaran maupun aspek administratifnya saja 
melainkan juga dilakukan pada aspek penunjang terlaksananya kurikulum, yaitu 
sarana dan prasarana. Berkenaan dengan ruang lingkup supervisi pendidikan, 
penulis mengutip pendapat dari informan IV, yang mengatakan bahwa: 
Hal-hal yang disupervisi biasanya lebih pada kegiatan mengajar, dimulai 
dari persiapan mengajar, pengelolaan kelas, sampai evaluasi. Sedangkan 
untuk tiap-tiap guru, rutin dilakukan pembinaan dalam rangka 
penguasaan dalam implementasi kurikulum, seperti menyusun program 
semester, kiat-kiat mengelola kelas, teknik-teknik evaluasi, remidiasi, 
adapula dalam hal pemanfaatan TI, pengunaan media dan sumber 
belajar, seperti itu. (Hasil wawancara tanggal 20 Mei 2009). 
 
Dari segi sarana penunjang KTSP, berikut penjelasan dari informan I, 
”Untuk sarana dan prasarana sekolah, saya limpahkan tugas dan wewenang 
kepada wakasek saya bidang sarana dan prasarana, namun tetap dibawah kontrol 
dari pimpinan”. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 2009). Kedua pernyataan 
tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan penulis selama bulan Mei 2009, 
terlihat bahwa wakil kepala sekolah (wakasek) bidang sarana prasarana setiap hari 
Senin sampai hari Sabtu selalu menyempatkan diri untuk berkeliling mengecek 
kondisi lingkungan sekolah, baik itu dari segi bangunan maupun sarana dan 
prasarana pembelajaran. Dimana pada saat penulis melakukan penelitian, di SMA 
Negeri 6 Surakarta nampak sedang dilakukan renovasi/ perbaikan pada ruang 
kepala sekolah, kantor tata usaha, aula, beberapa ruang kelas, selokan, dan 
dilakukan pula bentuk penghijauan dengan menanam aneka tanaman hias di 
sekitar lingkungan sekolah. Supervisi yang dilakukan oleh wakasek sarana 
prasarana pada keadaan sarana dan prasarana pembelajaran dan maupun kondisi 
lingkungan sekolah dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis kepada kepala 
sekolah setiap akhir semester.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan III yang mengatakan 
bahwa: 
Tugas saya meliputi pembenahan lingkungan sekolah; pendayagunaan 
sarana dan prasarana sekolah; pengembangan dan peningkatan sarana 
dan prasarana; penataan ruang-ruang. Supervisi pendidikan terhadap 
keberadaan sarana dan prasarana sekolah dijadikan sebagai alat koreksi, 
kalau tidak ada yang memantau nanti saya tidak tahu itu salah atau sudah 
benar, ya sebagai sebuah masukan. (Hasil wawancara tanggal 19 Mei 
2009). 
 
Selain supervisi pada perbaikan pembelajaran, juga dilakukan pula supervisi pada 
hal-hal yang berkaitan erat dalam menunjang terlaksananya pengajaran dan 
pembelajaran yang efektif, yakni supervisi terhadap ketersediaan sarana dan 
prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. 
Dari beberapa paparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal 
atau pokok-pokok yang perlu mendapatkan supervisi adalah pada aspek 
pembelajaran, administratif, dan aspek ketersediaan sarana penunjang 
pembelajaran sebagai salah satu upaya dalam mengimplementasikan KTSP secara 
optimal dan efektif. 
 
 
 
c. Tujuan Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah dalam Penerapan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Kegiatan supervisi pendidikan memiliki beragam tujuan, dimana tujuan 
utamanya tetap mengacu pada perbaikan dan pembinaan. Dengan adanya tujuan 
supervisi pendidikan yang jelas, maka pelaksanaan kegiatan supervisi juga akan 
mampu berjalan secara terarah dan fokus. Berikut petikan wawancara dengan 
informan II yang mengutarakan bahwa: 
Supervisi merupakan kegiatan pembinaan dan perbaikan agar 
kemampuan mengajar guru yang sudah baik dapat ditingkatkan menjadi 
lebih baik lagi. Karena tujuan supervisi itu lebih kepada pembinaan 
untuk peningkatan mutu sekolah dan bukan kegiatan yang hanya 
mencari-cari kesalahan guru atau kegiatan yang malah mematikan 
kreativitas guru. (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2009). 
 
Senada dengan pendapat dari informan II, informan I berujar bahwa 
”Secara global, tujuan supervisi selain dalam proses pengajaran dan pembelajaran, 
juga dilakukan pembinaan terhadap kemampuan profesional guru secara 
berencana, misalnya dalam bentuk penataran, pertemuan rutin/ rapat, adapula 
koordinasi dengan dinas terkait”. 
Pernyataan-pernyataan diatas masih ditambah dengan pendapat dari 
informan III, sebagai berikut: 
Supervisi pendidikan terhadap keberadaan sarana dan prasarana sekolah 
dijadikan sebagai alat koreksi, kalau tidak ada yang memantau nanti saya 
tidak tahu itu salah atau sudah benar, ya sebagai sebuah masukan. Toh 
kegiatan supervisi itu dijadikan masukan buat kepala sekolah untuk 
mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada, untuk kemudian dicari 
jalan keluarnya bersama-sama, ya pada intinya untuk memajukan bidang 
akademik. (Hasil wawancara tanggal 19 Mei 2009). 
 
Dari berbagai pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 
umumnya program supervisi pendidikan SMA Negeri 6 Surakarta bertujuan untuk 
mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang relevan dan efektif 
melalui peningkatan kemampuan atau kompetensi guru dan ketersediaan faktor 
penunjang kurikulum. Sehingga siswa juga dapat memperoleh pengajaran yang 
optimal dan efektif, yang secara langsung juga akan berdampak bagi peningkatan 
mutu instansi sekolah. 
d. Fungsi Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah dalam Penerapan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Supervisi pendidikan akan dapat terlaksana dengan baik manakala 
fungsi-fungsi yang dimiliki mampu diterapkan dengan baik pula, sehingga tujuan 
supervisi juga dapat dicapai seperti yang diharapkan. Tujuan dapat segera dicapai 
dengan baik, jika mampu melaksanakan fungsi-fungsi supervisi pendidikan secara 
tepat. Bahwasanya ketepatan dan konsistensi pelaksanaan fungsi-fungsi supervisi 
pendidikan dapat dijadikan indikator terwujudnya tujuan supervisi pendidikan 
secara optimal. Seperti yang telah dikemukakan oleh informan IV bahwa: 
Yang pertama fungsi supervisi pendidikan itu dimulai dari tingkatan 
teratas, yakni kepala sekolah. Sebagai seorang kepala sekolah dituntut 
untuk memberi teladan bagi seluruh guru maupun staf. Seorang 
pemimpin yang bertanggungjawab, mampu menciptakan hubungan yang 
harmonis antara sesama guru dan staf, seorang yang bisa menjadi 
motivator, mampu menerapkan disiplin bagi guru. Yang kedua itu, ya 
para guru diberi pembinaan atau bentuk-bentuk pelatihan. (Hasil 
wawancara tanggal 20 Mei 2009). 
 
Sedangkan informan I mengemukakan bahwa: 
Implementasi program supervisi pendidikan atau kurikulum perlu 
melaksanakan fungsi-fungsi supervisi pendidikan, seperti: pengarahan, 
pembinaan, dan peningkatan kemampuan profesional guru dalam 
mengajar maupun dalam pengelolaan sekolah secara umum. Untuk 
pembinaan kemampuan profesional guru dapat dilakukan melalui 
berbagai kegiatan, seperti: diadakan atau diikutkan penataran, loka 
karya, workshop, seminar, pertemuan kelopok atau individual. Supervisi 
itu dilakukan secara menyeluruh, baik itu yang berkaitan dengan bidang 
pengajaran, sarana prasarana, kesiswaan, pembiayaan. (Hasil wawancara 
tanggal 27 Mei 2009). 
 
Berikut ini tambahan keterangan dari informan II: 
Tentunya monitoring, karena dengan monitoring dapat diketahui dan 
dikoreksi masalah-masalah yang dialami oleh guru yang disupervisi, 
setelah itu diadakan pembinaan atau perbaikan, untuk pembinaan 
supervisor harus pandai-pandai mengetahui sifat atau kepribadian guru 
yang disupervisi, setelah itu baru diterapkan bentuk-bentuk 
pembinaannya supaya pembinaan itu lebih efektif dan mengena. (Hasil 
wawancara tanggal 18 Mei 2009). 
 
Dari ketiga keterangan diatas dapat diperoleh keterangan bahwa di 
dalam pelaksanaan supervisi pendidikan diterapkan fungsi-fungsi supervisi 
dengan berbagai cara. Kepala SMA Negeri 6 Surakarta maupun guru-guru senior 
yang telah didelegasikan wewenangnya oleh kepala sekolah untuk membantu 
kepala sekolah sebagai supervisor melaksanakan supervisi pendidikan dengan 
menggunakan berbagai cara, namun tujuan utamannya tetaplah sama. Berbagai 
fungsi-fungsi supervisi pendidikan yang diterapkan di SMA Negeri 6 Surakarta, 
antara lain: dengan pembinaan kepemimpinan kepala sekolah, pembinaan 
tanggungjawab pada diri guru, adanya contoh atau suri tauladan yang baik dari 
kepala sekolah maupun guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor, memotivasi 
guru agar tetap bekerja dengan baik, melakukan pengawasan secara rutin dan 
efektif, serta melakukan pembinaan atau perbaikan secara menyeluruh terhadap 
kemampuan profesional guru melalui berbagai teknik. 
 
e. Prinsip Supervisi Pendidikan Kepala Sekolah dalam Penerapan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Dalam program supervisi pendidikan juga mengenal adanya prinsip-
prinsip. Setiap supervisor menerapkan satu atau lebih dari satu prinsip supervisi 
dalam pelaksanaan program supervisi pendidikan. Beberapa prinsip yang dianut 
oleh supervisor sangat mempengaruhi pelaksanaan supervisi yang dilakukannya. 
Kepala SMA Negeri 6 Surakarta tentu memiliki prinsip-prinsip supervisi 
pendidikan yang diaplikasikan kedalam kegiatan supervisinya. Berikut merupakan 
pendapat dari informan II, ”Menurut saya, supervisi yang dianut campuran, karena 
semua tergantung personal guru yang disupervisi dan juga tergantung situasi. Tapi 
beliau sama sekali tidak otoriter”. (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2009). 
Sedangkan informan IV berpendapat, ”Kalau bapak kepala sekolah itu 
cenderung menganut prinsip-prinsip supervisi yang konstruktif, realistis, 
demokratis, dan objektif. Karena memang itulah yang saya rasakan. Dan coba 
saya terapkan pula kepada guru yang saya supervisi”. (Hasil wawancara tanggal 
20 Mei 2009). Kedua pendapat tersebut masih diperkuat oleh pendapat dari 
informan III yakni ”Supervisi beliau itu perpaduan keempat prinsip itu, baik itu 
bersifat konstruktif, realistis, terkadang demokratis, dan juga objektif. O, iya 
ditambah lagi, beliau itu juga sangat mengutamakan semangat kerjasama dengan 
para guru”. (Hasil wawancara tanggal 19 Mei 2009). 
Dari berbagai pendapat diatas ujungnya dapat ditarik kesimpulan bahwa 
prinsip supervisi pendidikan yang diterapkan oleh kepala SMA Negeri 6 Surakarta 
bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi yang bersifat konstruktif, realistis, 
demokratis, tidak otoriter, kooperatif, dan objektif. Atas prinsip-prinsip yang 
dianut oleh kepala sekolah itulah yang menjadikan sebagian para guru yang juga 
sebagai supervisor ikut mencontoh dan menganutnya pula. 
 
f. Teknik Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah dalam Penerapan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Metode atau teknik yang dipakai oleh supervisor dalam melakukan 
supervisi ada berbagai macam. Supervisi pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta 
dilakukan dengan berbagai teknik atau metode dengan harapan agar tujuan dapat 
tercapai secara efektif dan efisien. Beberapa diantaranya merupakan teknik 
supervisi pendidikan yang dilakukan dengan pertimbangan atau tinjauan tertentu, 
misalnya ditinjau dari banyaknya guru yang disupervisi, ditinjau dari cara 
menghadapi guru yang disupervisi, atau bisa juga ditinjau dari kedua hal tersebut. 
Seperti pada wawancara dengan informan II sebagai berikut: 
Teknik-teknik supervisi yang diterapkan ada yang kelompok ada yang 
tidak, dilihat dari mapel dan situasinya, kalau supervisi secara kelompok 
biasanya pada guru BP. Jadi tiap-tiap individu guru yang memiliki 
masalah yang sama, kemudian dikelompokan menjadi satu sehingga 
kegiatan supervisinya menjadi lebih efektif. (Hasil wawancara tanggal 
18 Mei 2009). 
 
Dilanjutkan dengan keterangan yang diperoleh dari informan V selaku 
Guru Kelas Mata Pelajaran Ekonomi dan juga merupakan guru yang pernah 
mendapat supervisi mengatakan bahwa: 
Setahu saya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru 
senior biasanya secara perorangan. Biasanya dengan keliling dan melihat 
dari luar kelas, tapi kadang juga masuk kedalam kelas. Tapi biasanya 
kepala sekolah atau guru senior yang menjadi supervisor memberitahu 
terlebih dahulu sebelum dilakukan supervisi. (Hasil wawancara tanggal 
18 Mei 2009). 
 
Informan I mencoba menambahkan kedua pendapat informan diatas: 
Saya melakukan supervisi dengan melakukan kunjungan kelas, namun 
hanya beberapa kelas saja yang dapat saya pantau. Pernah juga saya 
mengadakan inspeksi atau sidak. Rapat guru juga ada setiap sebulan 
sekali, untuk saling bertukar pikiran. Dari segi pelatihan dan 
pengembangan kompetensi guru dalam penguasaan kurikulum, kita juga 
sering memberi motivasi kepada guru dengan mengikutsertakan dalam 
diklat, lokakarya, atau mendatangkan pakar dari luar. (Hasil wawancara 
tanggal 18 Mei 2009). 
 
Teknik supervisi dalam bentuk rapat yang dilakukan oleh kepala sekolah 
seperti menyelenggarakan rapat MGMP tingkat sekolah, rapat guru, rapat antara 
guru dan kepala sekolah dengan OSIS atau rapat komite sekolah. Sesuai dengan 
kegiatan observasi/ pengamatan yang penulis lakukan pada hari Jum’at, tanggal 
19 Juni 2009, SMA Negeri 6 Surakarta sedang menyelenggarakan rapat MGMP 
tingkat sekolah yang dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB. Rapat 
tersebut dihadiri oleh kepala sekolah dan seluruh guru SMA Negeri 6 Surakarta, 
dengan agenda yaitu meningkatkan koordinasi MGMP dalam kegiatan 
pengembangan silabus dan penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMA 
Negeri 6 Surakarta. Selain teknik supervisi dalam bentuk rapat, juga dilakukan 
pula teknik supervisi pendidikan dalam bentuk mengikutsertakan guru dalam 
lokakarya, diklat atau dengan tukar-menukar pendapat (sharing of experience) 
secara informal. 
Terdapat beragam permasalahan yang dihadapi guru dalam implementasi 
KTSP. Dengan ketepatan teknik-teknik supervisi itulah yang menjadikan 
pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan menjadi efektif dan efisien. Teknik-
teknik supervisi dalam implementasi KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta dilakukan 
dengan beragam cara, antara lain: supervisi dengan teknik kelompok, dengan 
teknik perorangan maupun dengan teknik langsung dan tidak langsung tergantung 
aspek-aspek yang disupervisi atau permasalahan yang sedang dihadapi.  
 
g. Tipe Supervisi Pendidikan Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Tipe supervisi pendidikan kepala sekolah berbeda satu sama lain. Tipe-
tipe supervisi yang diterapkan tentu akan sangat berpengaruh terhadap guru yang 
mendapat supervisi, baik itu pengaruh berupa timbal balik yang positif atau malah 
sebaliknya. Berikut pendapat dari beberapa orang guru mengenai tipe supervisi 
pendidikan kepala SMA Negeri 6 Surakarta. Informan II mengatakan bahwa “Pak 
Makmur itu tipenya konstruktif, sifatnya itu membangun, selalu berpandangan ke 
depan, maju, dan ingin guru disini itu punya semangat untuk memajukan SMA 6”. 
(Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2009). 
Sedangkan menurut informan IV, berpendapat bahwa “Tipe supervisi 
nya bersifat konstruktif dan kreatif”. (Hasil wawancara tanggal 20 Mei 2009). 
Informan III mencoba menambahi: “Bapak kepala sekolah memiliki tipe supervisi 
yang sifatnya konstruktif”. (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2009). 
Dari ketiga pendapat diatas diperoleh jawaban yang serupa bahwa tipe 
supervisi pendidikan kepala SMA Negeri 6 Surakarta bersifat konstruktif, dimana 
supervisi ini ialah jenis tipe supervisi yang berorientasi ke masa depan, menolong 
guru-guru untuk selalu melihat ke depan, belajar dari pengalaman, melihat hal-hal 
yang baru, dan secara antusias mengusahakan perkembangan. 
 
2. Kendala-Kendala Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah Dalam 
Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di  
SMA Negeri 6 Surakarta 
Meskipun pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah SMA 
Negeri 6 Surakarta dalam implementasi KTSP sudah dilaksanakan sebaik 
mungkin, namun dalam prakteknya ada saja kendala-kendala yang ditemui. 
Berbagai kendala yang dialami antara lain sebagai berikut: 
a. Kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah 
Seorang kepala sekolah tidak hanya melaksanakan fungsi-fungsi 
manajerial di bidang supervisi saja, namun masih banyak bidang yang perlu 
dilaksanakannya dengan baik. Oleh karena hal itulah, kepala sekolah tidak dapat 
menangani sendiri pelaksanaan supervisi pendidikan, khususnya supervisi pada 
aspek pembelajaran. Seperti yang telah dikemukakan sendiri oleh informan I: 
Jelas saya repot sekali jika harus melaksanakan supervisi secara 
langsung terhadap seluruh guru yang ada di SMA 6 ini. Bayangkan aja, 
total guru di SMA ini hampir 100 orang, jelas tidak mungkin jika saya 
melakukannya sendiri. Karena kerjaan kepala sekolah itu kan banyak, 
nggak hanya supervisi saja. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 2009). 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 
tugas-tugas manajerial yang harus dilakukan oleh kepala SMA Negeri 6 Surakarta 
yang sangat banyak dan beragam. Oleh sebab itu seorang kepala sekolah tidak 
akan mampu menyelesaikan semuanya seorang diri tanpa bantuan atau campur 
tangan dari orang lain, termasuk dalam hal supervisi pendidikan. 
b. Kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi 
Meskipun pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan dengan 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru yang akan mendapat supervisi, masih 
saja para guru yang akan disupervisi belum mempersiapkan diri secara matang. 
Wawancara yang dilakukan dengan informan IV didapatkan informasi sebagai 
berikut: 
Biasanya kan supervisi itu sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu 
kepada guru yang akan disupervisi, tapi ya masih ada beberapa yang 
kurang persiapan, mulai dari silabus, RPP, media pembelajaran, itu 
semua belum dipersiapkan secara matang. Biasanya itu yang kerap saya 
alami selama menjadi supervisor. (Hasil wawancara tanggal 20 Mei 
2009). 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh informan V, ”Kadangkala yang 
menjadi kendala itu di persiapannya, yang terjadi lebih semacam kurang motivasi 
saja dari dalam diri guru. Tapi yang terjadi itu lebih ke masalah teknisnya saja sih 
sebenarnya”. (Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2009). Pendapat lain diungkapkan 
oleh informan VII, ”Apa itu supervisi, disini semua guru sudah baik, gak perlu 
ada supervisi-supervisi kayak gitu, semua sudah baik”. (Hasil wawancara tanggal 
17 Mei 2009). 
Dari keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan informan IV, V, 
dan VII diatas, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan supervisi 
pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta masih terdapat kendala yaitu kurangnya 
persiapan teknis pada saat pelaksanaan supervisi, hal tersebut lebih dikarenakan 
kurangnya motivasi dan rasa keengganan para guru yang akan mendapat 
supervisi. 
c. Unsur subjektifitas guru supervisor dirasa masih tinggi 
Karena adanya pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan supervisi 
pendidikan, maka yang terjadi adalah kurangnya objektifitas dari guru yang 
ditunjuk sebagai supervisor terhadap para guru yang akan disupervisi. Berikut 
sepenggal wawancara dengan informan I: 
Karena saya tidak dapat melakukan supervisi sendirian, maka saya 
meminta bantuan dari guru-guru senior untuk menjadi supervisor 
sebagai pengganti saya. Untuk kendala, ada, unsur subjektifitas itu 
cenderung tinggi karena dilakukan oleh beberapa guru yang masing-
masing guru kan tidak sama satu dengan yang lain. (Hasil wawancara 
tanggal 27 Mei 2009). 
 
Sedangkan informan IV mengemukakan bahwa: 
Unsur subjektif mungkin saja terjadi, karena biasa ya mbak orang jawa, 
kadang ya ada ewuh pekewuh, tapi hal ini lebih terjadi ketika diminta 
untuk mensupervisi rekan yang lebih tua atau seangkatan. Tapi itu 
kembali pada diri masing-masing individu, karena yang tau benar dan 
bisa merasakan adalah guru supervisor itu sendiri. (Hasil wawancara 
tanggal 24 Juni 2009). 
 
Dari pernyataan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa kendala yang 
terjadi pada pelaksanaan supervisi pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta adalah 
masih tingginya unsur subjektifitas dari para supervisor. Karena kegiatan 
supervisi pendidikan tidak dilakukan sendiri secara langsung oleh kepala sekolah. 
Dimana supervisor tersebut merupakan guru-guru yang telah dianggap senior oleh 
kepala sekolah, sehingga kepala sekolah meminta mereka untuk menjadi 
supervisor pengganti dirinya. 
d. Sering terjadi pergantian kepala sekolah 
Pelaksanaan supervisi pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta dinilai 
belum sepenuhnya rutin dan kontinyu, sehingga dimungkinkan ada beberapa guru 
yang tidak mendapatkan supervisi selama satu semester. Kurang rutinnya 
supervisi dari kepala sekolah menjadi kendala tersendiri yang nantinya akan 
menghambat tercapainya tujuan supervisi pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta. 
Hal tersebut diperkuat oleh informasi dari informan V yang merupakan 
guru kelas dan guru yang pernah mendapat supervisi, mengatakan bahwa ”Satu 
tahun ini saya belum mendapat supervisi dari kepala sekolah atau guru senior. 
Beberapa ya memang sudah, tapi sebagian besar setahu saya belum”. (Hasil 
wawancara tanggal 18 Mei 2009). 
Informan I memberi tanggapan sebagai berikut: 
 
Saya benar-benar tidak paham, kenapa sering sekali SMA 6 dilakukan 
pergantian kepala sekolah, kesannya seperti SMA 6 itu sebagai SMA uji 
coba atau apa saya kurang paham. Hal ini sangat jelas sekali 
mengganggu jalannya pengeloaan di SMA 6. Ibarat orang mau tidur, 
baru mau merem sudah dibangunin lagi. Itu kan jelas mengganggu. Hal 
itu sangat juga berdampak pada kegiatan supervisi pendidikan di SMA 
ini. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 2009). 
 
Beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kepala 
sekolah dalam melakukan supervisi dinilai belum sepenuhnya rutin, dikarenakan 
sering terjadinya pergantian kepala sekolah, dimana dalam kurun waktu lima 
tahun telah terjadi pergantian kepemimpinan kepala sekolah selama empat kali. 
Ditambah lagi dengan kurangnya koordinasi antara supervisor maupun guru yang 
akan disupervisi. Sehingga mengakibatkan jalannya pelaksanaan supervisi 
pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta oleh kepala sekolah menjadi tersendat-
sendat dan menjadi kurang rutin. 
 
3. Upaya-Upaya Kepala Sekolah dalam Mengatasi Kendala-Kendala 
Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 6 Surakarta 
Kendala-kendala yang menjadi penghambat terwujudnya tujuan dalam 
pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah dalam penerapan KTSP di 
SMA Negeri 6 Surakarta harus segera dicari solusi atau jalan keluarnya. Untuk itu 
selaku pimpinan sekolah, kepala sekolah bekerjasama dengan seluruh komponen 
atau elemen sekolah mencoba untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 
menjadi kendala ini. 
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengatasi 
kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan dalam 
konteks pengembangan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Dilakukan pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru 
senior. 
Kondisi yang tidak memungkinkan bagi kepala sekolah dalam 
melakukan supervisi pendidikan seorang diri, mengharuskan kepala sekolah 
mencari solusi yakni dengan pendelegasian wewenang program supervisi 
pendidikan (aspek pembelajaran) kepada guru-guru yang telah diangggap senior 
atau yang disebut dengan supervisi oleh teman sejawat. Seperti dalam wawancara 
dengan informan I berikut ini: 
Program supervisi pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh saya saja, 
namun saya juga dibantu oleh guru-guru senior yang telah saya beri 
mandat untuk manjadi supervisor. Kriteria guru senior yang saya pilih 
selain dikarenakan oleh masa kerjanya, namun juga pada kompetensi dan 
kualifikasinya, misal guru yang bergelar S2. (Hasil wawancara tanggal 
27 Mei 2009). 
   
Dari hasil wawancara dengan informan I diatas dapat disimpulkan 
bahwa kondisi yang tidak memungkinkan kepala sekolah melaksanakan kegiatan 
supervisi kepada seluruh guru seorang diri yang dikarenakan keterbatasan waktu 
dan tenaga, maka kepala sekolah melakukan pendelegasian wewenang kepada 
para guru yang telah dianggap senior. Dikarenakan kepala sekolah merupakan 
pimpinan dengan rentangan wewenang paling luas, maka seorang kepala sekolah 
memiliki keleluasaan dalam mendelegasikan wewenang (baik kepada wakil 
kepala sekolah, guru-guru, ataupun staf lainnya) dengan tujuan untuk membantu 
dan memudahkannya dalam menjalankan tugas manajerial sekolah, salah satunya 
adalah dalam melakukan supervisi pendidikan. 
b. Pemberian motivasi kepada para guru akan pentingnya supervisi pendidikan. 
Motivasi dapat diperoleh dari dalam diri individu itu sendiri juga dapat 
diperoleh karena adanya campur tangan dari luar diri individu itu sendiri. 
Kurangnya persiapan para guru sebelum kegiatan supervisi dilaksanakan 
berakibat pada lambatnya pencapaian tujuan supervisi itu sendiri. Oleh karena hal 
itu, kepala sekolah mencari jalan keluar atas masalah ini. Dalam wawancara 
dengan informan I diperoleh jawaban sebagai berikut: 
Supervisi kita tetap kita lakukan, karena itu kurang siapnya itu sudah 
menjadi tanggungjawab guru itu sendiri. Jadi prosedurnya itu kan begini, 
saya mendapat informasi bahwa beberapa guru masih belum paham 
dengan KTSP, segera saya lakukan tindakan, yakni pembinaan atau 
pelatihan. Dan yang tidak kalah penting saya beri motivasi akan 
pentingnya supervisi, motivasi biasanya saya selipkan pada saat rapat 
guru, lokakarya, atau bahkan secara langsung dengan individunya. (Hasil 
wawancara tanggal 27 Mei 2009). 
 
Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya 
persiapan dari guru dalam pelaksanaan supervisi, lebih diakibatkan karena 
kuranganya motivasi dari dalam guru sendiri akan pentingnya supervisi 
pendidikan. Pemberian motivasi melalui berbagai cara merupakan solusi yang 
menjawab dari kendala tersebut. 
c. Pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjuk 
sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervisi. 
Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah 
dalam KTSP adalah keterbatasan waktu dan tenaga dari kepala sekolah apabila 
kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi pendidikan seorang diri. Oleh 
karena itu kepala sekolah menunjuk guru-guru yang dianggap telah senior untuk 
membantunya melakukan supervisi pendidikan. Namun dalam prakteknya masih 
terdapat beberapa guru senior kurang paham akan prinsip-prinsip yang harus 
diterapkan dalam pelaksanaan supervisi. Sehingga dalam pelaksanaannya unsur 
subjektifitas cenderung masih tinggi. Berikut pernyataan dari informan I: 
Kegiatan supervisi itu kan hampir mirip dengan supervisi pada 
mahasiswa PPL sebenarnya. Kalau masalah unsur subjektivitas 
upayanya paling dengan pemberian motivasi yang isinya serupa dengan 
yang anda sampaikan tadi mengenai prinsip-prinsip supervisi. Selain itu, 
upaya konkretnya kami akan mencoba membentuk tim penilai supervisi, 
bisa 2 orang atau 3 orang guru penilai atau supervisor, supaya 
objektifitasnya tetap terjaga. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 2009). 
 
Pernyataan diatas tersirat sebuah kesimpulan bahwa pemberian motivasi 
kepada para guru supervisor yang isinya mengenai perlunya menerapkan prinsip-
prinsip supervisi pendidikan dan pembentukan tim penilai supervisi yang terdiri 
dari 2 (dua) atau 3 (tiga) orang merupakan upaya dalam mengatasi kendala 
tersebut. Tujuan tidak lain untuk menetralisir unsur subjektifitas yang terjadi oleh 
guru supervisor. 
d. Dilakukan koordinasi secara intens kepada seluruh elemen sekolah dalam 
rangka terlaksananya KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta. 
Pergantian kepala sekolah sebanyak empat kali dalam lima tahun oleh 
dinas pendidikan menjadi kendala yang cukup berat bagi pengelolaan dan 
kemajuan SMA Negeri 6 Surakarta. Upaya dari kepala sekolah untuk mensikapi 
keadaan tersebut adalah seperti yang diungkapkan oleh informan I sebagai 
berikut: 
Belum ada upaya yang berarti, karena itu kan keputusan dari dinas. 
Untuk mensikapi kendala tersebut, dalam konteks supervisi ya, ya kita 
tetap melanjutkan kegiatan supervisi terhadap guru seperti yang telah 
dilakukan oleh kepala sekolah-kepala sekolah yang sebelumnya. Selain 
itu, juga dilakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh komponen 
sekolah. Terlebih lagi koordinasi antara guru supervisor dengan guru 
yang disupervisi. Pergantian kepala sekolah bukanlah alasan untuk tidak 
melakukan supervisi kurikulum. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 
2009). 
 
Menurut pernyatan dari informan I diatas, kesimpulannya adalah 
kegiatan supervisi pendidikan tetap dilaksanakan meskipun sering terjadi 
pergantian kepala sekolah. Upayanya dilengkapi lagi dengan melakukan 
koordinasi secara intensif kepada seluruh elemen sekolah, termasuk koordinasi 
yang baik antara guru yang bertindak sebagai supervisor dengan guru yang akan 
mendapat supervisi. 
 
C. Temuan Studi yang Dikaitkan dengan Kajian Teori 
 Dalam sub bab ini dikemukakan analisis data yang berhasil dikumpulkan 
peneliti guna menjawab perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian 
ini meliputi: (1) Pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan dalam konteks 
penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 6 
Surakarta, (2) Kendala-kendala yang ditemui kepala sekolah dalam perannya 
sebagai supervisor pendidikan dalam konteks penerapan KTSP di SMA Negeri 6 
Surakarta, (3) Upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi 
kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan dalam 
konteks penerapan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta. 
 
1. Pelaksanaan Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah dalam Penerapan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 6 
Surakarta 
Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti ditemukan fakta 
bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah dalam penerapan 
KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta memiliki tujuan, fungsi, ruang lingkup 
program, prinsip-prinsip, serta teknik-teknik supervisi pendidikan. Sesuai dengan 
program supervisi pendidikan/ kurikulum dari Depdiknas tahun 1976 dalam 
Oemar Hamalik (2006: 193), menyebutkan bahwa program supervisi (kurikulum) 
disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan lingkup program. 
Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan 
bahwa dalam pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah terhadap 
KTSP harus memperhatikan tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, hal-hal yang 
disupervisi, prinsip-prinsip supervisi pendidikan yang dianut dan diterapkan, serta 
teknik-teknik supervisi pendidikan yang digunakan, supaya tujuan dari 
pembelajaran yang efektif dapat tercapai. 
Pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah dalam penerapan 
KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Ditinjau dari segi fungsi dan tujuan pelaksanaan supervisi pendidikan. 
Kepala sekolah dalam penerapan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta, 
memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan dan mencapai proses belajar 
mengajar yang relevan dan efektif melalui peningkatan kemampuan atau 
kompetensi guru dan ketersediaan faktor penunjang kurikulum. Sehingga siswa 
juga dapat memperoleh pengajaran yang optimal dan efektif, yang secara tidak 
langsung juga akan berdampak bagi peningkatan mutu instansi sekolah. 
Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut, kepala sekolah selaku 
supervisor pendidikan perlu melaksanakan fungsi-fungsi supervisi pendidikan. 
Berbagai fungsi-fungsi supervisi pendidikan yang diterapkan di SMA Negeri 6 
Surakarta, antara lain: dengan pembinaan kepemimpinan kepala sekolah, 
pembinaan tanggungjawab pada diri guru, adanya contoh atau suri tauladan yang 
baik dari kepala sekolah maupun guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor, 
memotivasi guru agar tetap bekerja dengan baik, melakukan pengawasan secara 
rutin dan efektif, serta melakukan pembinaan atau perbaikan secara menyeluruh 
terhadap kemampuan profesional guru melalui berbagai teknik yang tepat. 
b. Ditinjau dari segi hal-hal yang perlu mendapat supervisi pendidikan. 
Mengutip dari Depdiknas tahun 1976 dalam Buku Manajemen 
Pengembangan Kurikulum karangan Oemar Hamalik (2006: 195): 
Ruang lingkup program supervisi kurikulum disusun sesuai dengan 
tujuan dan fungsi program supervisi, yang meliputi aspek-aspek sebagai 
berikut: 
1) Perencanaan dan pelaksanaan pengajaran yang meliputi dengan hal-
hal yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar di kelas. 
2) Pengelolaan sekolah yang meliputi kegiatan-kegiatan yang 
menunjang terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, 
efisien, dan efektif sesuai dengan institusional sekolah. 
3) Pembinaan dan peningkatan kamampuan guru sebagai komponen 
penting dalam upaya mencapai tujuan institusional. 
 
Hal-hal yang disupervisi dalam konteks penerapan KTSP di SMA 
Negeri 6 Surakarta, antara lain: dari segi perbaikan pembelajaran, yakni meliputi 
program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP), pengelolaan kelas, alat evaluasi, serta diadakan juga pembinaan (seperti: 
workshop, lokakarya, diklat) sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru 
guna menyiapkan para guru menjadi pendidik yang mampu 
mengimplementasikan KTSP dengan baik. 
Sedang supervisi dalam menerapkan kedisiplinan guru dilakukan melalui 
kegiatan administratif, seperti: jurnal mengajar, buku peresensi, buku piket guru. 
Selain itu juga dilakukan pula supervisi pada hal-hal yang berkaitan erat dalam 
menunjang terlaksananya pengajaran dan pembelajaran yang efektif, yakni 
supervisi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar 
mengajar. 
c. Ditinjau dari segi prinsip-prinsip supervisi pendidikan yang dianut dan 
diterapkan oleh kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan.  
Seorang kepala sekolah yang berfungsi sebagai supervisor dalam 
melaksanakan supervisi perlu menerapkan prinsip-prinsip supervisi pendidikan 
sebagaimana yang tertulis dalam Naskah Materi Diklat Pembinaan Kompetensi 
untuk Calon Kepala Sekolah/ Kepala Sekolah oleh Direktorat Tenaga 
Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Departemen Pendidikan Nasional (2007: 19): 
1) Supervisi pendidikan harus mampu menciptakan hubungan 
kemanusiaan yang harmonis. 
2) Supervisi pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan. 
3) Supervisi pendidikan harus demokratis. 
4) Supervisi pendidikan harus integral dengan program pendidikan. 
5) Supervisi pendidikan harus komprehensif. 
6) Supervisi pendidikan harus konstruktif. 
7) Supervisi pendidikan harus objektif. 
 
Prinsip supervisi pendidikan yang diterapkan oleh kepala SMA Negeri 6 
Surakarta bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi yang bersifat konstruktif, 
realistis, demokratis, tidak otoriter, kooperatif, dan objektif. Atas prinsip-prinsip 
yang dianut oleh kepala sekolah itulah yang menjadikan sebagian para guru yang 
juga sebagai supervisor ikut mencontoh dan menganutnya pula. 
d. Ditinjau dari segi teknik-teknik supervisi pendidikan 
Terdapat beragam teknik yang dapat dipakai oleh supervisor pendidikan 
dalam mensupervisi penerapan kurikulum, dalam hal ini ialah Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut Ngalim Purwanto (2002: 123), “Teknik yang 
digunakan dalam melaksanakan supervisi oleh kepala sekolah terhadap guru-guru 
dan staf sekolah dapat dilakukan dengan teknik perseorangan dan teknik 
kelompok”. 
Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa teknik-teknik supervisi 
dalam implementasi KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta dilakukan dengan beragam 
cara, antara lain: supervisi dengan teknik kelompok dan teknik perorangan 
maupun dengan teknik langsung dan tidak langsung. Berbagai kegiatan supervisi 
tersebut dilakukan bergantung pada tujuan dan situasinya. Dengan ketepatan 
teknik-teknik supervisi itulah yang menjadikan pelaksanaan kegiatan supervisi 
pendidikan menjadi efektif dan efisien. 
e. Ditinjau dari tipe supervisi pendidikan 
Masing-masing orang memiliki kepribadian yang berbeda satu sama 
lain, seperti halnya dengan tipe supervisi kepala sekolah. Berdasarkan kajian teori 
yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa tipe-tipe supervisi pendidikan ada 
bermacam-macam, seperti tipe supervisi yang bersifat korektif, preventif, 
konstruktif, maupun kreatif. Tipe supervisi kepala SMA Negeri 6 Surakarta lebih 
condong ke arah supervisi yang bersifat konstruktif. Dimana tipe supervisi ini 
adalah jenis tipe supervisi yang berorientasi ke masa depan, menolong guru-guru 
untuk selalu melihat ke depan, belajar dari pengalaman, melihat hal-hal yang baru, 
dan secara antusias mengusahakan perkembangan. 
 
2. Kendala-Kendala Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah Dalam 
Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di  
SMA Negeri 6 Surakarta 
Dalam melaksanakan supervisi kepala sekolah pasti menghadapi 
kendala-kendala. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh  Direktorat 
Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2007), ”Para kepala sekolah baik 
suka maupun tidak suka harus siap menghadapi problema dan kendala dalam 
melaksanakan supervisi pendidikan”. Berdasarkan kajian teori yang penulis 
lakukan dapat diketahui bahwa kendala supervisi pendidikan yang sangat umum 
terjadi di lapangan adalah kurangnya motivasi dari para guru ketika mendapat 
supervisi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya anggapan yang telah melekat 
dalam diri guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata untuk 
mencari-cari kesalahan. Selain itu, dikutip dari Muhammad Arsyad, 
2008/(www.re-searchengines.com/0508arsyad.html), yang diakses pada 25 Juli 
2009: 
Permasalahan yang timbul adalah dalam melaksanakan supervisi yang 
bersangkutan belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas secara utuh. 
Kunjungan atau supervisi kelas untuk memantau profesionalisme guru 
dalam kegiatan pembelajaran jarang dilakukan. Hal tersebut dilakukan 
dengan alasan untuk menghindari kebebasan guru mengajar dan 
menghilangkan kesan psikologis bahwa guru kurang mampu 
melaksanakan tugas pokoknya. Dengan demikian, kepala sekolah 
cenderung lebih sering tidak melakukan supervisi kelas. Artinya, 
supervisi yang dilakukan lebih menekankan pada aspek administrasi 
persiapan mengajar jika dibandingkan dengan bimbingan dan 
penyuluhan KBM di kelas. 
 
Berdasarkan atas data yang telah didapat oleh peneliti, ditemukan 
kondisi atau keadaan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi 
pendidikan oleh kepala sekolah dalam penerapan KTSP di SMA Negeri 6 
Surakarta. Kendala-kendala yang ditemui adalah sebagai berikut: 
a. Kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. 
Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala 
sekolah seorang diri. Kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah 
mengakibatkan seorang kepala sekolah tidak dapat menangani sendiri pelaksanaan 
supervisi pendidikan, khususnya supervisi yang lebih menekankan pada aspek 
pembelajaran. 
b. Kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. 
Kondisi ini dapat diartikan bahwa motivasi guru untuk disupervisi dinilai 
masih kurang, hal tersebut dikarenakan masih melekatnya anggapan dari para 
guru bahwa supervisi semata-mata hanyalah kegiatan untuk mencari-cari 
kesalahan. Meskipun pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan dengan 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru yang akan mendapat supervisi, masih 
saja para guru yang akan disupervisi belum mempersiapkan diri secara matang. 
c. Unsur subjektifitas guru supervisor dirasa masih tinggi. 
Unsur subjektifitas dari supervisor yang ditunjuk oleh kepala sekolah 
dirasa masih tinggi. Keadaan ini terjadi dikarenakan kegiatan supervisi pendidikan 
tidak dilakukan sendiri secara langsung oleh kepala sekolah, tapi oleh guru-guru 
yang dianggap telah senior oleh kepala sekolah. Dimana masing-masing guru 
tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan prinsip supervisi maupun 
teknik supervisi yang saling berbeda pula. 
d. Sering terjadi pergantian kepala sekolah 
Terjadinya pergantian kepala sekolah yang terjadi sebanyak empat kali 
selama hampir lima tahun mengakibatkan jalannya pelaksanaan supervisi 
pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta menjadi tesendat-sendat, kurang lancar, 
dan dinilai kurang rutin/ kontinyu. 
Dari berbagai kendala diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan 
bahwa kendala-kendala supervisi oleh kepala sekolah dalam penerapan KTSP di 
SMA Negeri 6 Surakarta adalah kendala yang berasal dari dalam diri kepala 
sekolah itu sendiri/ kendala internal dan kendala yang berasal dari luar diri kepala 
sekolah/ kendala eksternal. Kendala internal tersebut adalah kompleksitas tugas 
manajerial seorang kepala sekolah. Sedangkan kendala-kendala eksternalnya 
meliputi: kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi, unsur subjektifitas guru 
supervisor dirasa masih tinggi, dan sering terjadi pergantian kepala sekolah. 
 
3. Upaya-Upaya Kepala Sekolah dalam Mengatasi Kendala-Kendala 
Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah dalam Penerapan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 6 Surakarta 
Dalam prakteknya di lapangan menunjukan bahwa terdapat beberapa 
hambatan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah dalam 
penerapan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta. Menurut teori dari Neagley dalam 
Muhammad Arsyad.2008.(www.re-searchengines.com/0508arsyad.html), diakses 
pada 25 Juli 2009 dikatakan bahwa: 
Problem dunia semakin kompleks, dunia pendidikan mendapat tantangan 
untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupannya. Guru-guru tidak 
sanggup menghadapi tantangan ini sendirian. Supervisi nampaknya 
menjadi penentu yang utama untuk memutuskan kurikulum, menyeleksi 
pola-pola organisasi sekolah, fasilitas belajar, dan menilai proses 
pendidikan secara keseluruhan. 
 
Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat agar apa yang menjadi 
tujuan utama dari pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah dalam 
penerapan KTSP dapat sepenuhnya tercapai. Seperti yang tertuang dalam Naskah 
Materi Diklat Pembinaan Kompetensi untuk Calon Kepala Sekolah/ Kepala 
Sekolah oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 18), ”Adanya 
problema dan kendala sedikit banyak bisa diatasi apabila dalam pelaksanaan 
supervisi pendidikan kepala sekolah menerapkan prinsip-prinsip supervisi 
pendidikan”. 
Kepala SMA Negeri 6 Surakarta selaku supervisor pendidikan yang 
memiliki otoritas tertinggi di sekolah telah mengupayakan beberapa cara dalam 
mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan supervisi pada implementasi 
KTSP, antara lain: 
a. Dilakukan pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru 
senior. 
Pelaksanaan supervisi terutama pada aspek pembelajaran tidak dapat 
dilakukan seorang diri oleh kepala sekolah tanpa bantuan dari orang lain. Oleh 
karena itu, kepala sekolah yang notabene pimpinan sekolah yang memiliki otoritas 
tertinggi memiliki keleluasaan untuk melakukan delegasi wewenang. Kegiatan 
supervisi pada aspek pembelajaran dapat dilimpahkan kepada guru yang dianggap 
senior berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria guru senior yang dipilih 
adalah dilihat dari masa kerja, prestasi kerja, kompetensi, dan kualifikasinya, 
misal guru yang bergelar S2. Kegiatan supervisi oleh guru supervisor terhadap 
rekannya sering disebut dengan pembimbingan teman sejawat dalam kegiatan 
belajar mengajar. 
b. Pemberian motivasi kepada para guru akan pentingnya supervisi pendidikan 
Kurangnya persiapan dari guru dalam pelaksanaan supervisi, lebih 
diakibatkan karena kuranganya motivasi dari dalam guru sendiri akan pentingnya 
supervisi pendidikan. Motivasi yang minim itu juga disebabkan kerena anggapan 
yang telah melekat dalam diri guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang 
semata-mata untuk mencari-cari kesalahan. Pemberian motivasi dapat dilakukan 
melalui beberapa cara diantaranya dengan menyelipkan pengarahan atau motivasi 
pada saat rapat guru, lokakarya, atau bahkan secara langsung dengan individunya. 
Selain itu, pembinaan secara psikologis juga dilakukan kepada diri 
masing-masing guru yang ditunjuk sebagai supervisor bahwa dirinya memang 
memiliki capability yang lebih dibanding dengan guru lain, seperti kelebihan 
dalam hal prestasi kerja, kedisiplinan, ulet, penuh inisiatif, dan lain sebagainya, 
sehingga diharapkan dengan cara itulah akan muncul kepercayaan diri dari guru 
supervisor. Serta ditambah lagi dengan melaksanakan fungsi supervisi pendidikan, 
seperti memberi contoh atau suri tauladan yang baik dari kepala sekolah maupun 
guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor, serta melakukan pembinaan atau 
perbaikan secara menyeluruh terhadap kemampuan profesional guru dengan 
memperhatikan ketepatan teknik supervisi dan prinsip-prinsip supervisi yang 
diterapkan. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat memunculkan kepercayaan 
maupun motivasi dari guru yang akan disupervisi olehnya. 
c. Pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjuk 
sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervisi. 
Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah 
dalam KTSP adalah keterbatasan waktu dan tenaga dari kepala sekolah apabila 
kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi pendidikan seorang diri. Oleh 
karena itu, kepala sekolah menunjuk guru-guru yang dianggap telah senior untuk 
membantunya melakukan supervisi pendidikan. Namun dalam prakteknya masih 
terdapat beberapa guru senior kurang paham akan prinsip-prinsip yang harus 
diterapkan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Sehingga dalam 
pelaksanaannya unsur subjektifitas cenderung masih tinggi. 
Oleh karena itu kepala sekolah perlu memberi motivasi maupun 
pengarahan kepada para guru supervisor yang isinya mengenai perlunya 
menerapkan prinsip-prinsip supervisi pendidikan dan pembentukan tim penilai 
supervisi yang terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) orang yang tujuannya tidak lain 
adalah untuk menetralisir unsur subjektifitas yang terjadi oleh guru yang berperan 
supervisor. 
d. Dilakukan koordinasi secara intens kepada seluruh elemen sekolah dalam 
rangka terlaksananya KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta. 
Pergantian kepala sekolah sebanyak empat kali dalam lima tahun 
menjadi kendala yang cukup fatal bagi pengelolaan dan kemajuan SMA Negeri 6 
Surakarta. Hal tersebut berdampak pula pada rutinitas kegiatan supervisi 
pendidikan. Upaya dari kepala sekolah untuk mensikapi keadaan tersebut adalah 
dengan melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh elemen sekolah, 
termasuk koordinasi yang baik antara guru supervisor dengan guru yang akan 
mendapat supervisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah 
dilakukan mengenai Pelaksanaan Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah 
dalam Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 
6 Surakarta, maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan untuk menjawab 
permasalahan penelitian. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah dalam konteks 
penerapan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta telah berjalan dengan cukup 
lancar. 
a. Pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah terhadap penerapan 
KTSP dilatarbelakangi karena adanya kondisi dimana di kalangan guru 
banyak menemui kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum dan 
adanya keterbatasan sarana/ prasarana penunjang kurikulum. 
b. Hal-hal pokok yang mendapat supervisi oleh kepala sekolah adalah 
berkenaan dalam aspek pembelajaran, administrasi, serta sarana dan 
prasarana. 
c. Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah memiliki tujuan untuk 
mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang relevan dan 
efektif melalui peningkatan kemampuan atau kompetensi guru dan 
ketersediaan faktor penunjang kurikulum. 
d. Dalam pelaksanaannya diterapkan pula fungsi-fungsi supervisi, antara 
lain: dengan pembinaan kepemimpinan kepala sekolah, pembinaan 
tanggungjawab pada diri guru, adanya contoh atau suri tauladan yang baik 
dari kepala sekolah maupun guru supervisor, memotivasi guru agar tetap 
bekerja dengan baik, melakukan pengawasan secara rutin dan efektif, serta 
melakukan pembinaan atau perbaikan secara menyeluruh terhadap 
kemampuan profesional guru melalui berbagai teknik. 
e. Supervisi pendidikan yang diterapkan oleh kepala sekolah bertumpu pada 
prinsip-prinsip supervisi yang bersifat konstruktif, realistis, demokratis, 
tidak otoriter, kooperatif, dan objektif. 
f. Teknik-teknik supervisi pendidikan oleh kepala sekolah dalam 
implementasi KTSP di dilakukan dengan beragam cara, antara lain: 
supervisi dengan teknik kelompok, dengan teknik perorangan maupun 
dengan teknik langsung dan tidak langsung tergantung aspek-aspek yang 
disupervisi. 
g. Mengenai tipe supervisi pendidikan, kepala sekolah cenderung memiliki 
tipe supervisi yang konstruktif.  
2. Beberapa kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan proses 
pembelajaran dengan KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta, yaitu sebagai berikut: 
a. Kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah 
b. Kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi 
c. Unsur subjektifitas dirasa masih tinggi 
d. Sering dilakukan pergantian kepala sekolah 
3. Usaha-usaha untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan KTSP di 
SMA Negeri 6 Surakarta antara lain: 
a. Dilakukan pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru 
senior. 
b. Pemberian motivasi kepada para guru akan pentingnya supervisi 
pendidikan. 
c. Dilakukan pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang 
ditunjuk sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervisi. 
d. Dilakukan koordinasi secara intens kepada seluruh elemen sekolah dalam 
rangka terlaksananya KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta. 
 
B. Implikasi 
 Implikasi adalah dampak dari temuan penelitian. Maka berdasarkan data 
yang telah dikumpulkan dan analisis data yang telah dilakukan serta melalui 
kegiatan penarikan kesimpulan, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Pada dasarnya supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan baik, dengan 
memperhatikan tujuan, fungsi, prinsip, dan tekniknya, maka pelaksanaan 
supervisi pendidikan tersebut akan mampu menjawab berbagai macam 
kendala yang berkaitan dengan pencapaian sasaran/ tujuan dalam 
implementasi KTSP di SMA Negeri 6 Surakarta. 
2. Bagi kepala sekolah, menimbulkan gagasan, inspirasi, dan strategi untuk terus 
memajukan SMA Negeri 6 Surakarta dengan berbagai cara, salah satunya 
adalah melaksanakan supervisi pendidikan secara rutin. Disamping untuk 
pembinaan kepada para guru, namun juga dalam rangka mencapai tujuan 
sekolah melalui penerapan KTSP secara efektif dan maksimal. 
3. Memunculkan dorongan, semangat, dan motivasi bagi para guru dalam 
melakukan tugasnya sebagai supervisor dan supervesee. Dan juga 
menimbulkan pandangan baru bahwa supervisi pendidikan itu penting, dan 
supervisi bukanlah kegiatan yang sekedar mencari-cari kesalahan semata, 
namun lebih kepada upaya pembinaan kemampuan profesional guru menuju 
kearah yang lebih baik lagi. 
 
C. Saran 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan melalui kegiatan 
menyimpulkan serta implikasi yang telah diambil, maka dapat diberikan masukan-
masukan sebagai berikut: 
1. Kepada pihak kepala sekolah 
a. Pelaksanaan supervisi pendidikan hendaknya dilakukan secara rutin dan 
berkala, dimana setiap tahun paling sedikit satu kali, dimungkinkan 
seluruh guru mendapat supervisi. 
b. Dalam melakukan supervisi pendidikan, perlu dibentuk tim minimal 2 
(dua) orang untuk menjaga objektifitas supervisor. Selain itu, bisa pula 
dilakukan dengan penyebaran angket kepada siswa untuk menilai secara 
jujur dan objektif performa guru dalam mengajar maupun dari 
kedisiplinannya. 
c. Perlu disosialisasikan dan dilakukan pemberian motivasi akan pentingnya 
supervisi sebagai upaya pembinaan guru, sehingga dalam kegiatannya 
nanti segala kendala kurangnya persipan dan keengganan dapat 
diminimalisir dan dihilangkan. Ditambah lagi adanya teladan/ contoh yang 
baik dari kepala sekolah, maka akan berdampak positif secara langsung 
dan lebih mengena kepada para guru. 
2. Kepada pihak guru 
Hendaknya para guru lebih siap apabila dilakukan supervisi dan menepis 
anggapan bahwa supervisi pendidikan adalah kegiatan mencari-cari kesalahan. 
Karena dengan kegiatan supervisi pendidikan para guru akan dapat 
mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dilakukannya dengan benar dan hal-
hal apa saja yang masih perlu perbaikan lagi. 
3. Untuk peneliti lain 
Agar peneliti lain dapat mengkaji ulang penelitian ini dengan menggunakan 
teknik penelitian lain dan variabel yang berbeda misalnya kinerja guru atau  
prestasi kerja guru mengingat penelitian ini masih jauh dari sempurna. 
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